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P  U  T  U  S  A  N

No.540  K/Pdt /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  t i ngka t  kasas i  te lah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

Ny.TYOMIN  MARPAUNG, ber tempat  t i ngga l  d i  

Perumahan  Gg Pelu ru  Timur  IV ,  Blok  J  No.246  

Kebon  Baru  Tebet ,  Jakar ta  Sela tan ,  da lam  ha l  

in i  member i  kuasa  kepada  Micha  Lumi l i ng ,  

SH.SpN. ,  Advokat ,  berkan to r  d i  Gedung  Nindya  

Karya  Lt .4  Room 401,  Ja lan  MT.Haryono  Kav.22  

Jakar t a  Timur  ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Penggugat /Te rband ing  ;

m e l  a w a n :

1. ROBERT MARULI,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Ja lan  Kedoya  Palma  Raya  20  RT.14/04  

Kelu rahan  Kedoya  Sela tan ,  Kecamatan  Kebon 

Jeruk ,  Jakar ta  Bara t  ;

2. PT.USAHA TARUNA MAJU,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan .H .Samanhud i ,  Gedung Metro  Lt .8 / 801 ,  

Kelu rahan  Pasar  Baru ,  Kecamatan  Sawah Besar ,  

Jakar t a  10701 ;

Para  Termohon  Kasas i  dahu lu  Para  

Tergugat /Pa ra  Pembanding  ;

d a n :

PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  Cq.BADAN 

PERTANAHAN  NASIONAL  Cq.KANTOR  PERTANAHAN 

KABUPATEN  BOGOR, Ja lan  Tegar  Ber iman  

Cib inong ,  Kabupaten  Bogor  ;

Turu t  Termohon  Kasas i  dahulu  Turu t  

Tergugat /Pemband ing  I I  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  
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Penggugat /Te rband ing  te lah  menggugat  sekarang  Para  

Termohon  Kasas i  dan  Turu t  Termohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Para  Terguga t  dan  Turu t  Tergugat /Pemband ing  I  dan  I I  d i  

muka pers idangan  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  pada pokoknya  

atas   da l i l - da l i l  :

Bahwa  bermula  pada  sek i t a r  tahun  1990,  Penggugat  

membaca  ik l an  di  Koran  Kompas  ten tang  1  (sa tu )  b idang  

tanah  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  se luas  ± 28 ha hendak  di j ua l .  

Bahwa  da lam  hal  in i  para  pemi l i k  tanah  te rsebu t  

menguasakan  kepada  Tn.  Iskandar  Ti r t asend ja j a  ;

Bahwa Penggugat  te r t a r i k  atas  ik l an  te rsebu t ,  la l u  

menghubung i  Tn. I skandar  Ti r t asend ja j a ,  dan  te r j ad i l a h  

tawar  menawar  harga ,  h ingga  akh i rnya  te r j ad i  kesepaka tan  

harga  pen jua lan  dan  pembel i an  tanah  te rsebu t .  Penggugat  

menawarkan  tanah  in i  kepada  Simon  Maru l i  (ayah  dar i  

Tergugat  I ) ,  yang  saat  i t u  menjaba t  sebaga i  Di rek tu r  

PT.Usaha  Taruna  Maju .  Sdr .  Simon  Maru l i  te r t a r i k  juga  

se lan ju t nya  meminta  Penggugat  untuk  mel iha t  lokas i .  

Singka t  cer i t a  Sdr .S imon  Maru l i  bern ia t  membel i ,  kemudian  

Penggugat  membawa  kuasa  penjua l  langsung  berhadapan  

dengan  Sdr .  Simon  Maru l i  dan  dibua t l ah  Akta  Per jan j i a n  

Untuk  Jua l  Bel i ,  No.81 ,  tangga l  12 Ju l i  1990 ;   

Bahwa  se lan ju t nya  Penggugat Iah  yang  mengurus  

pembebasan  atas  tanah- tanah  te rsebu t  se luas  ± 28 ha.  Dan 

sete lah  se lesa i  baru lah  dibayar  oleh  Sdr .S imon  Maru l i  

kepada  Penggugat ,  dengan  harga  yang  disepaka t i  anta ra  

Sdr .S imon  Maru l i  dan Penggugat  ;

Dengan  dibayarkan  o leh  Tergugat  I ,  seket i ka  Penggugat  

menyerahkan  dokumen- dokumen  as l i  atas  tanah  te rsebu t  

kepada  Tergugat  I  (Buk t i  P- 1)  ;

Bahwa pada  sek i t a r  tahun  1992,  Tergugat  I  (men jaba t  

sebaga i  Di rek tu r  PT.Usaha  Taruna  Maju ,  menggant i kan  

ayahnya- Simon  Maru l i )  dan  Drs .  Himpal  Robin  

Marpaung/Penggugat  (keduanya  ada lah  sahabat  ba ik )  sepakat  

mengadakan  ker j asama  dalam  per Iuasan  pembebasan  tanah  

se luas  kurang  leb ih  50 ha,  sesua i  dengan Iz i n  lokas i  yang  

te l ah  dimi l i k i  o leh  Tergugat  I I ,  atas  tanah  yang  te r l e t a k  
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di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor .  

Pembebasan  tanah  dimaksud  ada lah  untuk  kepent i ngan  

Tergugat  I I  membangun perumahan ;

Bahwa  Penggugat  ber t i ndak  t i dak  berdasarkan  atas  

Sura t  Kuasa,  karena  sa l i ng  percaya  antara  Penggugat  

dengan  Tergugat  I ,  akan  te tap i  pada  saat  pembebasan  

ber ja l an ,  te rdapa t  pihak  la in  yang  t i dak  je l as  

kapas i t asnya ,  maka  untuk  mel indung i  kapas i t as  Penggugat ,  

se lan ju tnya  Tergugat  I  membuat  Sura t  Kuasa  kepada  

Penggugat  yakn i  Sura t  Kuasa  No.009/UTM/DIR/0295,  tangga l  

5  Februar i  1995,  yang  is i nya  untuk  memperpan jang  i j i n  

lokas i  dan  menghadi r i  rapat / s i dang  lokas i  dan  

mengkoord in i r  pembebasan  tanah  ser ta  menyelesa i kan  

se lu ruh  permasa lahan  yang mungkin  t imbu l  (Buk t i  P- 2)  ;

Bahwa  da lam  prak teknya ,  berdasarkan  kesepaka tan  

Tergugat  I  dan  Penggugat ,  pembebasan  tanah  di l akukan  

dengan  cara  pembel i an  tanah  oleh  Penggugat  dar i  para  

pemi l i k  tanah  adalah  dibayarkan  dengan  memakai  uang  

Penggugat  te r l eb i h  dahu lu ,  akan  te tap i  secara  

admin is t r a s i  jua l  be l i ,  Akta  Jua l  Bel i  d ia tas  namakan  

langsung  ke  atas  nama Tergugat  I  ;

Bahwa dokurnen- dokumen as l i  yang  te rd i r i  dar i  :  

a. Akta  Jua l  Bel i  ;

b. Sura t  Pembayaran  Pajak /PBB,  Gir i k / Le t t e r  C ;

c. Sura t  Pernya taan  Pemi l i k  Tanah ;

d. Sura t  Keterangan  Kepala  Desa ;

e. Sura t  Pernya taan  Tetangga  Batas  Pemi l i k  Tanah ;

f . SPH-Sura t  Pelepasan  Hak ;  

Tetap  dipegang  oleh  Penggugat  sampai  dengan  Tergugat  I  

membayar  kepada  Penggugat  ;

Set iap  perkembangan  atas  tanah  yang  te lah  se lesa i  

d ibebas tugaskan  oleh  Penggugat ,  Penggugat  se la l u  

melaporkan  has i l n ya  kepada  Terguga t  I  (Buk t i  P- 3)  ;

Bahwa  sampai  dengan  tahun  1996,  Penggugat  te l ah  

berhas i l  membebaskan  tanah  se luas  45 ha,  yakn i  28 ha yang  

per tama  ( te r sebu t  po in t  1 di  atas )  dan  ber i ku tnya  se luas  

± 17  ha.  Akan  te tap i  atas  tanah  se luas  ± 17  ha  te rsebu t  
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belum  pernah  dise lesa i kan  pembayarannya  oleh  Tergugat  I  

dan Tergugat  I I  kepada  Penggugat  (Buk t i  P- 4)  ;

Bahwa pada  sek i t a r  tahun  1997,  Penggugat  minta  agar  

Tergugat  I  membayarkan  tanah  yang  te l ah  dibebaskan  oleh  

Penggugat  se luas  ±  17  ha,  akan  te tap i  o leh  karena  saat  

i t u  te r j ad i  Kr is i s  Moneter ,  Tergugat  I  meminta  penundaan  

pembayaran  kepada  Penggugat .  Dan Penggugat  dapat  memahami  

keadaan  te rsebu t ,  seh ingga  menyetu ju i  penundaan  

pembayaran  (Buk t i  P- 5)  ;  

Bahwa  pada  tahun  2002  Penggugat  te rkena  st roke ,  

menyebabkan  Penggugat  harus  ke lua r  masuk  rumah  sak i t ,  

parahnya  lag i  s t roke  te rsebu t  menyebabkan  Penggugat  

lumpuh  to ta l ,  seh ingga  Penggugat  t i dak  sempat  memik i r kan  

penag ihan  pembayaran  kepada  Tergugat  I  ;  

Bahwa oleh  karena  Penggugat  membutuhkan  biaya  yang  

sangat  besar  untuk  pengobatan  penyak i t  Penggugat ,  baru  

pada  sek i t a r  tahun  2006,  Penggugat  minta  Tergugat  untuk  

menyelesa i kan  pembayaran  atas  s isa  tanah  yang  te l ah  

dibebaskan  oleh  Penggugat  se luas  ±  17  ha.  Akan  te tap i  

Tergugat  I  se la l u  menghindar  (Buk t i  P.6)  ;

Bahwa  se lan ju t nya  Penggugat  meminta  bantuan  jasa  

hukum  Pengacara  Ibu  Duma Hutapea,  SH.  untuk  membantu  

menyelesa i kan  permasa lahan  Penggugat  dengan  Tergugat  I .  

Atas  undangan  musyawarah  yang  dia j ukan  o leh  Ibu  Duma 

Hutapea ,  te r j ad i l a h  per temuan  pada  tangga l  10  Mei  2006  

anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I  d i  Hote l  Nikko  Jakar ta ,  

dengan  dihad i r i  o leh  Ibu  Duma Hutapea,  SH.  dan  Saud 

Menara  Marpaung  (anak  Penggugat )  ;

Bahwa  da lam  per temuan  te rsebu t ,  Tergugat  I  

menyanggup i  untuk  segera  melunas i  pembayaran  kepada  

Penggugat  dengan  harga  Rp.400.000 , /m2  (empat  ra tus  r i bu  

rup iah ) ,  yakn i  sete lah  mengadakan  rapa t  dengan  semua 

pemi l i k  saham Terguga t  I I  ;

Bahwa akan  te tap i  h ingga  saat  in i  d ia jukan  Tergugat  

I  dan  Terguga t  I I  t i dak  pernah  menyelesa i kan  pembayaran  

te rsebu t  (Buk t i  P- 7)  ;

Bahwa  Penggugat  te lah  menempuh  upaya  hukum pidana  
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(pen ipuan  dan  pengge lapan)  untuk  penye lesa ian  masalah  

in i ,  dengan  melaporkan  Rober t  Maru l i ,  akan  te tap i  Pihak  

Kepol i s i an  ic .  Wakapolw i l  Bogor  saat  i t u  (Drs .Za inu l  

Ar i f i n )  te r t angkap  basah  oleh  Penggugat  send i r i ,  sedang  

mengadakan  per temuan  dengan  Sdr .Rober t  Maru l i  d i  Hote l  

Novote l  Bogor ,  tangga l  22 Maret  2007 ;

Atas  ke jad ian  in i ,  Penggugat  melaporkan  Wakapolw i l  ke  

Propam Mabes Pol r i ,  tangga l  26 Maret  2007.Pada  tangga l  31  

Mei  2007,  Polw i l  Bogor  mengeluarkan  SP3  atas  laporan  

Penggugat  te rhadap  Terguga t  I  (Buk t i  P- 8)  ;

Bahwa Penggugat  juga  membuat  laporan  t i ndak  pidana  

pemalsuan  dokumen dan  penggunaan  dokumen paIsu  di  Badan  

Reserse  Kr im ina l  Pol r i  Bi ro  Perencanaan  dan Admin is t r a s i ,  

Jakar t a  Sela tan  dengan  Tanda  Bukt i  Lapor  No.Po l .  

:TBL/72 / IV /2007 /  Siaga- I  pada  tangga l  11  Apr i l  2007  

dengan  te r l apo r  Tergugat  1,  Dkk  ya i t u  Saudara  I r .A r i e f  

Thamin ,  Saudara  Loren ta  Lingga ,  SH,  Saudara  Maknun  

Tr i kaya ,  SH,  Saudara  Djumah Fadr i ansyah  dan Saudara  Agung  

Suja tm iko  (Buk t i  P- 9)  ;

Bahwa  Penggugat  juga  te lah  meminta  Per l i ndungan  

Hukum &  Penar i kan  Perkara  Ke  POLDA te rhadap  te r l apo r  

Wakapolw i l  dengan  sura t  te r t angga l  19  Apr i l  2007,  yang  

di te r ima  oleh  Kepol i s i a n  Negara  Republ i k  Indones ia  Daerah  

Jawa Bara t  dengan  Tanda  Ter ima  te r t angga l  19  Apr i l  2007  

(Buk t i  P- 10)  ;

Bahwa  berdasarkan  ura ian  d ia tas ,  nyata  dan  je l as  

bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te l ah  melakukan  

wanpres tas i  ( i ngka r  jan j i ) ,  yang  menyebabkan  kerug ian  

yang  sangat  besar  bagi  Penggugat  ba ik  mater i i l  maupun 

immater i a l  ;

Bahwa  tangga l  25  Jun i  1996,  masih  atas  dasar  

permin taan  Tergugat  I ,  Penggugat  mengajukan  Ser t i f i k a t  

HGB atas  tanah  yang  te l ah  dibebaskan  te rsebu t ,  ke  Kanwi l  

Bandung ;   

Bahwa  tanah  yang  dimohonkan  ser t i f i k a t  HGB te rsebu t ,  

ada lah  se luas  383.205  m2 ;

Bahwa  walaupun  pada  fak tanya ,  tanah  yang  baru  
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dise lesa i kan  pembayarannya  oleh  Tergugat  I  dan  I I  kepada  

Penggugat  adalah  se luas  ±  28  Ha ( tepa tnya  277.845  m2).  

Akan te tap i  o leh  karena  Penggugat  percaya  kepada  Tergugat  

I  bahwa  untuk  s isa  luas  tanah  94.530  m2 (383 .205  m2 -  

277.845  m2)  yang  merupakan  bag ian  dar i  tanah  se luas  ± 17  

ha  (yang  belum d ibayar  oleh  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I )  

te rsebu t  akan  d ibayar /  d ise lesa i kan  oleh  Tergugat  I ,  maka 

Penggugat  t i dak  kebera tan  dengan  permohonan  ser t i f i k a t  

HGB te rsebu t  (Buk t i  P.11)  ;

Bahwa  atas  permohonan  te rsebu t ,  d ise tu j u i  o leh  

Kakanwi l  Bandung,  dengan  Sura t  Keputusan  No.514/HGB/Kw,  

tangga l  30  Ju l i  1996,  dengan  syara t  dokumen- dokumen yang  

dipe r l u kan  untuk  menerb i t k an  ser t i f i k a t  seper t i  Sura t  

Pelepasan  Hak,  Akta  Jua l  Bel i  harus  di ta r i k  o leh  BPN 

Kabupaten  Bogor  da lam  proses  penga juan  Ser t i f i k a t  untuk  

kemudian  dia j ukan  Warkah  permohonan  ;  

Bahwa  da lam  proses  pembebasan,  te rdapa t  1  (sa tu )  

b idang  tanah  dengan  pemi l i k nya  bernama  H.Abdi l l a h  be lum 

dibayarkan ,  o leh  karena  Penggugat  harus  segera  berangka t  

ke  Aust ra l i a  karena  anak  Penggugat  yang  t i ngga l  d i  

Aust ra l i a  mendapat  musibah  patah  tangan ,  Penggugat  

meminta  Tergugat  I  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  

H.Abd i l l a h  dan  uangnya  d i t i t i p k an  o leh  Penggugat  pada  

Sdr .Erwady  Gunawan  (sa lah  satu  pemegang  saham Tergugat  

l l )  ;

Bahwa  Akta  Jua l  Bel i  d ibua t  atas  nama  Erwardy  

Gunawan akan  te tap i  be lum  d ibua t  secara  resmi / f o rm i l  d i  

PPAT ;

Bahwa  sete lah  Penggugat  kembal i  dar i  Aust ra l i a ,  

Erwardy  Gunawan  menyerahkan  semua  dokumen  atas  tanah  

H.Abd i l l a h  kepada  Penggugat ,  yang  te r j ad i  dar i  kwi tans i ,  

Akta  Jua l  Bel i  dan  SPH  as l i  4  rangkap  (sa tu  SPH 

bermate ra i )  (Buk t i  P- 12)  ;

Bahwa alangkah  te rke ju t nya  Penggugat ,  te rnya ta  proses  

permohonan  Ser t i f i k a t  HGB te rsebu t  ber lan ju t  dengan  te lah  

te rb i t n ya  Ser t i f i k a t  HGB No.4  atas  tanah  se luas  383.205  

m2,  sedangkan  dokumen- dokumen asl i  tanah  khususnya  tanah  
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H.Abdi l l a h  yang  dibayarkan  oleh  Erwady  Gunawan,  dan  te lah  

dise rahkan  kepada  Penggugat ,  masih  ada  pada  Penggugat  

(Bukt i  P- 13)  ;

Bahwa atas  dasar  ha l  te rsebu t ,  Penggugat  menyel i d i k i  

ke Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  Bogor - Turu t  TERGUGAT ;

Bahwa  pada  kanto r  Turu t  Terguga t ,  Penggugat  

menemukan  bukt i  pada  ars ip  pendaf ta r an  tanah  dengan  

Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  berupa  1 (sa tu )  SPH as l i  bermate ra i  

atas  nama Erwady  Gunawan.  Tanpa ada bukt i - bukt i  la i nnya  ;

Bahwa  te rdapa t  ke jangga lan  yang  sangat  menyolok ,  

yakn i  SPH  atas  nama  Erwady  Gunawan  (pemegang  saham 

Tergugat  I l )  yang  ber t i ndak  sebaga i  pembel i  atas  tanah  

yang  dibe l i  dar i  H.Abd i l l a h  ;

Bahwa  karena  seharusnya  SPH as l i  bermate ra i  yang  

te rca ta t  atas  nama  H.Abd i l l a h  se laku  pemi l i k  

tanah /pen jua l ,  yang  ada  da lam  ars ip  pendaf t a r an  tanah  

Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  sedangkan  fak tanya  hingga  saat  in i  

dokumen  as l i  berupa  SPH as l i  bermate ra i  4  rangkap  atas  

tanah  H.Abd i l l a h  masih  ada pada Penggugat  ;

Bahwa dengan  demik ian ,  berdasarkan  ura ian  d i  atas ,  

te l ah  te r j ad i  upaya  untuk  menggelapkan  data  tanah ,  untuk  

memuluskan  permohonan  Tergugat  I I  da lam  penga juan  

permohonan Ser t i f i k a t  HGB ;

Bahwa berdasarkan  ura ian  di  atas ,  maka  Tergugat  I I  

dan  Turu t  Tergugat  te lah  melakukan  perbuatan  melawan  

hukum.  Yang  akiba t  perbuatan  te rsebu t ,  Penggugat  

mender i t a  kerug ian ,  baik  mor i l  maupun mater i i l  ;

Bahwa  kerug ian  mater i i l  dan  immater i i l  dar i  

Penggugat ,  atas  perbua tan  Tergugat  I ,  Terguga t  I I  dan  

Turu t  Tergugat ,  dapat  d ipe r i n c i  sebaga i  ber i ku t  :  

A. Kerug ian  Mater i i l  :  

1. Tanah  yang  sudah  d ibebaskan ,  yang  be lum d ibayar  

oleh  Tergugat  I  (yang  pada  saat  i t u  be lum  te r j ad i  

kr i s i s  moneter ) ,  d isesua i kan  dengan  harga  pasaran  

saat  in i  ada lah  :  17  ha dengan  harga  Rp.600 .000 , - /m2  

= Rp.102.000 .000 .000 , -  ;

2. Biaya  operas iona l  pengurusan  pembebasan  tanah  
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dan dokumen- dokumen tanah  Rp.250.000 .000 , -  ;

B. Kerug ian  Immater i i l :  

1. Penggugat  beru lang  ka l i  te rkena  serangan  st roke  

hingga  menjad i  lumpuh  to ta l  ak iba t  ke jad ian  in i  yang  

disebabkan  oleh  kekecewaan yang  sangat  da lam te rhadap  

Tergugat  I  yang  nota  bene  ada lah  sahabat  ba ik  

Penggugat  se jak  lama.  Biaya  pengobatan  dan  perawatan  

Penggugat  se jak  tahun  2002 hingga  2007 ada lah  sebesar  

Rp.2 .200 .000 .000 . -  ;  

Cata tan  :

Bahwa Penggugat  sampai  menjua l  rumahnya  sen i l a i  

Rp.3 ,5  mi lya r  yang  te r l e t a k  di  JaIan  Tebet  Raya  

dengan  harga  rendah  sebesar  Rp.2 ,2  mi lya r  karena  

te rdesak  biaya  untuk  Penggugat  beroba t  ;

2. Terkurasnya  waktu ,  tenaga,  f i k i r a n  dan  b iaya  

Penggugat  da lam  mengurus  permasa lahan  in i ,  yang  

di t empuh  mela lu i  ja l u r  hukum pidana  dengan  melaporkan  

Rober t  Maru l i  ke  Polw i l  Bogor ,  Polda  Jabar ,  Propam 

Mabes  Pol r i ,  Bareskr im  Mabes  Pol r i  d i  Jakar ta ,  yang  

dapat  d in i l a i  sebesar  Rp.5 .000 .000 .000 , -  +

Tota l  Rp.109.450 .000 .000 , -  (se ra tus  sembi lan  mi lya r  empat  

ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah )  ;

Bahwa  oleh  karena  Ser t i f i k a t  HGB No.4  atas  tanah  

se luas  383.205  m2,  atas  nama Terguga t  I I  yang  d i t e rb i t k an  

oleh  Turu t  Tergugat  t imbu l  atas  dasar  adanya  perbua tan  

melawan hukum,  maka atas  Ser t i f i k a t  HGB No.4  a quo  sudah  

seharusnya  untuk  dinya takan  cacat  hukum dan  se lan ju tn ya  

dinya takan  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum ;

Bahwa  lag i - lag i  perbua tan  melawan  hukum  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  I I  has i l  ker jasama  dengan  Turu t  

Tergugat ,  ada lah  dengan  menerb i t kan  :  

a. Ser t i f i k a t  HGB No.595,  se luas  20.182  m2 ;

b. Ser t i f i k a t  HGB No.596.  se luas  357 m2 ;

c. Ser t i f i k a t  HGB No.597,  se luas  137 m2  ;

d. Ser t i f i k a t  HGB No.598,  se luas  3.980  m2 ;

e. Ser t i f i k a t  HGB No.599,  se luas  2.400  m2 ;

f . Ser t i f i k a t  HGB No.10 ,  se luas  2.730  m2 ;
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Sedangkan  fak tanya ,  berdasarkan  pengecekan  Penggugat  di  

Kanto r  Turu t  Tergugat ,  bahwa  Ser t i f i k a t  HGB No.595 ,  

No.596,  No.597,  No.598 ,  No.599  dan  SHGB No.10  in i  ada lah  

merupakan  pecahan  dar i  Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  atas  nama 

Tergugat  I I  ;

Sehingga  dapat  d iasumsikan ,  bahwa ser t i f i k a t  pecahan  dar i  

SHGB No.4 ,  yakn i  SHGB No.595,  No.596,  No.597,  No.598,  

No.599  dan  SHGB No.10  di te r b i t k an  oleh  Turu t  Tergugat  

atas  permin taan  Tergugat  I I ,  untuk  mengaburkan  fak ta  yang  

sebenarnya ,  dengan  membuat  keadaan  seo lah - olah  

ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  HGB te rsebu t  adalah  dasar  hukum 

atas  tanah  yang  berbeda- beda/ t e r p i s ah  ;

Bahwa  oleh  karena  SHGB No.595,  No.596,  No.597,  

No.598,  No.599  dan  SHGB No.10  adalah  merupakan  pecahan  

dar i  Ser t i f i k a t  HGB No.4  yang  cacat  hukum,  maka otomat i s  

SHGB No.595,  No.596,  No.597 ,  No.598,  No.599  dan  SHGB 

No.10  pun  menjad i  cacat  hukum  dan  t i dak  mempunya i  

kekuatan  hukum ;

Bahwa ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  a las  merupakan  suatu  

kebenaran  fak ta  hukum yang  nyata - nyata  adanya  t i ndakan  

wanpres tas i  yang  di l akukan  o leh  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I  dan  perbua tan  melawan  hukum  yang  di l akukan  oleh  

Tergugat  I I  dan Turu t  Terguga t  ;

Bahwa penggabungan  gugatan  wanpres tas i  dan perbua tan  

melawan  hukum  yang  di l akukan  Penggugat  ada lah  

dimungk inkan  walaupun  t i dak  d ia tu r  da lam  HIR  dan  RBg 

maupun  Rv.  Menuru t  M Yahya  Harahap,  S.H.  da lam  bukunya  

ber j udu l  Hukum  Acara  Perda ta ,  pada  ha laman  103,  

d inya takan  bahwa  secara  a  cont ra r i o  ( i n  the  oppos i t e  

sense) ,  Rv. ,  membolehkan  penggabungan  gugatan  ;

Selan ju t nya  hal  i t u  d ipe rkua t  pu la  o leh  Yur i sp rudens i  

da lam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republ i k  Indones ia  No.880  

K/S ip /1973  tangga l  13 Mei  1975  jo  Putusan  Mahkamah Agung  

RI  No.575  K/Pdt /1983  yang  menetapkan  bahwa,  "Da lam  HIR 

t i dak  d ia tu r  ten tang  penggabungan  beberapa  gugatan  

perda ta .  Namun dalam  prak tek  perad i l an  hal  in i  ser i ng  

te r j ad i .  Meskipun  t i dak  ada  keten tuannya  dalam  HIR,  
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Mahkamah  Agung  dapat  membenarkan  penggabungan  beberapa  

gugatan  sepan jang  penggabungan  gugatan  te rsebu t  akan  

memudahkan  proses  dan  dapat  menghindarkan  kemungk inan  

t imbu lnya  beberapa  putusan  yang  sa l i ng  ber ten tangan  satu  

sama  la i n .  Karena  i t u  masalah  penggabungan  in i  harus  

di t i n j a u  apa  ada  kemanfaa tannya  dar i  seg i  hukum acara  

(p roeesuee l  doe lmat i ghe i d )  ;

Sela in  i t u ,  Putusan  Mahkamah Agung RI  No.1043  K/S ip /1971  

tangga l  3 Desember  1974  menyatakan ,  "Hukum Acara  Perda ta  

dalam  HIR  t i dak  mengatu r  masalah  sura t  penggabungan  

gugatan  perda ta .  Yur i sp rudens i  menentukan  d i i j i n k an  

dengan  syara t  t i dak  akan  melanggar  azas  perad i l an  yang  

sederhana ,  cepat  dengan  b iaya  r i ngan  yang  d i t en tukan  

dalam Undang- Undang  No.14  Tahun  1970.  Hal  in i  d ise rahkan  

kepada  keb i j aksanaan  Hakim  yang  memer iksa  gugatan  

te rsebu t  ;

Bahwa gugatan  in i  ser i us  dengan  didukung  oleh  bukt i -

bukt i  oten t i k ,  maka  Penggugat  mohon  atas  putusan  atas  

perkara  in i  dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahulu  meskipun  ada  

upaya  verze t / ban tahan ,  banding  maupun kasas i  (U i t voo rbaa r  

bi j  Voor raad)  ;  

Bahwa  apab i l a  Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan  Turu t  

Tergugat ,  t i dak  menja lan i  i s i  putusan  in i ,  maka dihukum 

untuk  membayar  dwangsom  (uang  paksa)  sebesar  

Rp.1 .000 .000 , -  (sa tu  ju t a  rup iah )  per  har i  

kete r l ambatannya  menja lankan  is i  putusan  in i  ;  

Bahwa perkara  in i  t imbu l  atas  perbua tan  Tergugat  I ,  

Tergugat  I I  dan  Turu t  Terguga t ,  maka  sudah  sepantasnya  

biaya- biaya  yang  t imbu l  atas  perkara  in i  menjad i  beban  

Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan Turu t  Terguga t  ;

DALAM PROVISI  :  

Bahwa untuk  menjamin  kepast i an  hukum bag i  Penggugat  

atas  kerug ian  yang  dide r i t a  Penggugat ,  Penggugat  mohon 

atas  ob jek  tanah  yang  te l ah  dibebaskan  Penggugat  te rmasuk  

tanah  yang  te l ah  berser t i f i k a t  HGB No.4 ,  yang  te r l e t a k  di  

Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor ,  d i l e t akkan  

s i t a  jaminan  (Conserva to i r  Beslag)  dan  menyatakan  s i t a  
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jaminan  te rsebu t  sah dan berharga  ;  

Adapun  tanah  se luas  ±  45  hekta r  yang  d imohonkan  s i t a  

jaminan ,  batas - batasnya  :  

Utara : JI .Gunung  Sindur ,  KP4  (Koperas i  Pedagang  

Pasar  Parung) ,  Tanah Kavl i ng ,  Tanah Masyaraka t  ;  

Timur : Tanah  Bapak  Endang  Suganda,  Tanah  

Masyaraka t  ;

Sela tan : Tanah Masyaraka t  ;

Bara t : SMP Neger i  Parung,  Tanah Kavl i ng  Srengseng,  

Tanah Masyaraka t  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l   te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Neger i  Cib inong  agar  supaya  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

2. Menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  melakukan  

wanpres tas i  ;  

3. Menyatakan  Tergugat  I I  dan  Turu t  Terguga t  melakukan  

perbua tan  melawan hukurn  ;  

4. Menyatakan  Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  yakn i  SHGB No.595,  

SHGB No.596,  SHGB No.597,  SHGB No.598,  SHGB No.599  

dan  SHGB No.10 ,  kesemuanya  atasnama  Terguga t  I I ,  

cacat  hukum dan t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum ;

5. Menghukum Tergugat  I ,  Tergugat  I I  untuk  membayar  

gant i  kerug ian  yang  dide r i t a  o leh  Penggugat  ba ik  

mater i i l  maupun  immater i a l  sebesar  

Rp.109.450 .000 .000 , -  dengan  per inc i an  :

A. Kerug ian  Mater i i l  :  

1. Tanah  yang  sudah  dibebaskan ,  yang  belum 

dibayar  oleh  Tergugat  I  (yang  pada  saat  i t u  be lum 

te r j ad i  kr i s i s  moneter ) ,  d isesua i kan  dengan  harga  

pasaran  saat  in i  ada lah  :  17  ha  dengan  harga  

Rp.600.000 , - /m2 = Rp.102.000 .000 .000 , -  ;  

2. Biaya  operas iona l  pengurusan  pembebasan  tanah  

dan dokumen- dokumen tanah  Rp.250.000 .000 , -  ;

B. Kerug ian  Immater i i l :  

1. Penggugat  beru lang  ka l i  te rkena  serangan  

st roke  hingga  menjad i  lumpuh  to ta l  ak iba t  ke jad ian  
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in i  yang  disebabkan  o leh  kekecewaan  yang  sangat  

da lam  te rhadap  Tergugat  I  yang  notabene  adalah  

sahabat  ba ik  Penggugat  se jak  lama.  Biaya  pengobatan  

dan  perawatan  Penggugat  se jak  tahun  2002  hingga  

2007 ada lah  sebesar  Rp.2 .200 .000 .000 . -  ;  

Cata tan  :

Bahwa  Penggugat  sampai  menjua l  rumahnya  sen i l a i  

Rp.3 ,5  mi lya r  yang  te r l e t a k  di  JaIan  Tebet  Raya 

dengan  harga  rendah  sebesar  Rp.2 ,2  mi lya r  karena  

te rdesak  biaya  untuk  Penggugat  beroba t  ;

2. Terkurasnya  waktu ,  tenaga,  f i k i r an  dan  biaya  

Penggugat  dalam  mengurus  permasa lahan  in i ,  yang  

di tempuh  mela lu i  ja lu r  hukum  pidana  dengan  

melaporkan  Rober t  Maru l i  ke  Polw i l  Bogor ,  Polda  

Jabar ,  Propam Mabes Pol r i ,  Bareskr im  Mabes Pol r i  di  

Jakar ta ,  yang  dapat  d in i l a i  sebesar  

Rp.5 .000 .000 .000 , -  +

Tota l  Rp.109.450 .000 .000 , -  (sera tus  sembi lan  mi lya r  

empat  ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah )  ;

6. Menyatakan  putusan  dapat  di l aksanakan  leb ih  dahulu  

meskipun  ada  upaya  verze t /  bantahan,  banding  maupun 

kasas i  (Ui t voo rbaar  bi j  Voorraad)  ;

7. Menghukum Tergugat  I  dan Tergugat  I I  untuk  membayar  

uang paksa  sebesar  Rp.1.000 .000 . -  (sa tu  ju ta  rup iah )  per  

har i  kete r l ambatannya  menja lankan  is i  putusan  in i  ;

8. Menghukum Turut  Tergugat  untuk  tunduk  dan  patuh  

pada is i  putusan  in i  ;

9. Menghukum  Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan  Turu t  

Tergugat  untuk  membayar  biaya- biaya  yang  t imbu l  atas  

perkara  in i  ;

Atau  :  Apabi la  Ketua  Pengadi lan  Neger i  Cib inong  

berpendapat  la in ,  mohon  putusan  yang  seadi l - adi l nya  (ex  

aequo et  bono)  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

I , I I  dan  Turu t  Tergugat  mengajukan  Ekseps i  yang  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

EKSEPSI  TERGUGAT I , I I  :

12
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Bahwa  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  Penggugat  

Rekonpens i  menolak  dengan  tegas  selu ruh  dal i l  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  dal am  Gugata n  dan  dalam 

Tanggapan  Atas  Ekseps i  Para  Tergugat ,  t er tangga l  13  Mei  

2008,  dar i  Kuasa  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  

kepada  Maj el i s  Hak im  Perkara  No. 26  yang  di tembuskan  

kepada  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i ,  

kecua l i  yang  kebenarannya  d iaku i  secara  tegas  o leh  Para  

Terguga t  Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i  ;

Bahwa  Para  Tergugat  Konpensi /Para  Penggugat  Rekonpens i  mohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  perkara  aquo  yang  te rhormat  agar  

berkenan  menyatakan  bahwa  Ekseps i  Prosesua l  Mengenai  

Keabsahan  Surat  Kuasa  Khusus  yang  dimi l i k i  oleh  Kuasa  

Hukum Penggugat  Dan Ekseps i  Mengenai  Kewenangan  Mengadi l i  

Ref  No.0518/LSM/TP/ IV /08  ter tangga l  29  Apr i l  2008  

(se lan ju tnya  disebut  "Ekseps i " )  dan  Surat  Kebera tan  Atas  

Perba ikan  (Perubahan/  Penambahan)  Gugatan  Yang  Dia jukan  

Kuasa  Hukum Penggugat  (Sura t  Ter tangga l  14  Apr i l  2008)  

Perkara  No.26/PDTG/200S/PN.CBN  Ref  No.0520/LSM/IP / IV /08  

te r tangga l  29  Apr i l  2008  (se lan ju tnya  disebut  "Kebera tan  

Renvooi " )  te rdahu lu  agar  dinya takan  dan  merupakan  satu  

kesatuan  dan  bagian  yang  t idak  te rp i sahkan  dar i  Jawaban  

dan Gugatan  Rekonpens i  in i ,  tanpa  ada yang dikecua l i kan  ;

B.1 .  PENGGUGAT  KONPENSI/TERGUGAT  REKONPENSI  ADALAH 

PIHAK  YANG TIDAK  BERHAK UNTUK (MENGAJUKAN GUGATAN 

KARENA PENGGUGAT KONPENSI  /  TERGUGAT REKONPENSI  TIDAK 

MEMPUNYAI  ALAS HAK (LEGAL STANDING)  UNTUK MENGAJUKAN 

GUGATAN  TERHADAP  PARA  TERGUGAT  KONPENSI  /  PARA 

PENGGUGAT REKONPENSI (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE)  :

1. Bahwa  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  

te lah  mengajukan  gugatannya  pada  tangga l  18  

Februar i  2008  mela lu i  Kepani t e raan  Pengad i l an  

Neger i  Cib inong ,  mela lu i  Kantor  Advokat  & Pengacara  

Rina ld i na  S.  Mahdi ,  S.H.  &  Rekan  qq.  Rekan  

Rina ld i na  S.  Mahdi ,  S.H.  dan  Rekan  Asru l  lmran  

(se lan j u t n ya  d isebu t  "RSM & Rekan" )  se laku  Advokat  

ber t i ndak  untuk  kepent i ngan  dan  atas  nama Tyomin  
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N.H.  Marpaung  se laku  Penggugat  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  15  Februar i  2008  

(se lan j u t n ya  d isebu t  "SKK lama/15  Februar i  2008" )  

(da lam  hal  in i  ber t i ndak  sebaga i  kuasa  dar i  Himpal  

Robin  Marpaung  (suami  Penggugat ) ,  sebaga imana  Akta  

Kuasa  No.2 ,  tangga l  7  Februar i  2006,  yang  dibua t  

o leh  Notar i s  Ny.Sr i  Harya t i  Zahrudd in ,  S.H. ,  

Notar i s  d i  Jakar ta  (se lan j u t n ya  disebu t  "Ak ta  

No.2 /7  Februar i  2006" ) ,  mengajukan  Gugatan  

Wanpres tas i  dan Perbua tan  Melawan Hukum ;

Selan ju tnya  ada  perubahan  pember ian  kuasa,  ya i t u  

dar i  RSM & Rekan  berdasarkan  SKK lama/ I5  Februar i  

2008,  kepada  Kanto r  Bantuan  Hukum Surya  Kencana  

Bogor  (se lan j u t n ya  d isebu t  "KBH- SKB")  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.265 /SK/ I I I / 0 8 /KBH- SB 

te r t angga l  26  Maret  2008  (se lan j u t nya  d isebu t  "SKK 

baru /26  Maret  2008" )  atas  dasar  Penetapan  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Sela tan  

No.56 /Pd t .P /2008 /PN.Jk t .Se l  te r t angga l  17  Maret  

2008 (se lan ju t n ya  disebu t  "Penetapan  No.56 /17  Maret  

2008" )  ;

2. Bahwa  apab i l a  di t i n j a u  dar i  ha l  te rsebu t  d i  

atas ,  te rungkap  fak ta  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Fakta  I  :

Adanya  pember ian  Sura t  Kuasa  dar i  Himpal  Robin  

Marpaung  (Pember i  Kuasa)  kepada  Tyomin  N.H.  

Marpaung  (pener ima  Kuasa)  sebaga imana  Akta  No.  

2/7  Februar i  2006  yang  se lan ju t nya  Tyomin  N.H.  

Marpaung  member ikan  kuasa  subs t i t u s i  kepada  RSM & 

Rekan mela lu i  SKK lama/15  Februar i  2008 ;

b. Fakta  I I  :

Adanya  pencabutan  SKK lama/15  Februar i  2008  dan  

pember ian  Sura t  Kuasa  baru  dar i  Tyomin  N.H.  

Marpaung  kepada  KBH-SKB berdasarkan  SKK baru /26  

Maret  2008  atas  dasar  Penetapan  No.56/17  Maret  

2008 ;

3. Bahwa  di  da lam  Akta  No.2 /7  Februar i  2006,  

14
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bag ian  "Khusus"  anta ra  la i n  te r t u l i s  sebaga i  

ber i ku t  :  

- Untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  dan  

bi l a  per l u  meneruskannya  sampai  ke  t i ngka t  yang  

pal i ng  t i ngg i  ;

4. Bahwa apab i l a  Fakta  I  dan  keten tuan  "Khusus"  

pada  Akta  No.2 /7  Februar i  2006  di  atas  dihubungkan  

dengan  keadaan  dan  kond is i  Himpal  Robin  Marpaung  

yang  di  da lam  gugatannya  dinya takan  dalam  keadaan  

sak i t  s t roke  dan  lumpuh  to ta l ,  maka sesua i  dengan  

keten tuan  hukum yang  ber laku ,  te ru tama  hal - ha l  yang  

berka i t an  dengan  atau  ten tang  "Pengampuan"  

dihubungkan  dengan  pember ian  "Kuasa" ,  pember ian  

kuasa  te rsebu t  bukan  pember ian  kuasa  khusus  namun 

merupakan  suatu  bentuk  pengampuan.  Permin taan  akan  

Pengampuan  harus  dia jukan  kepada  Pengad i l an  Neger i  

sebaga imana dia tu r  da lam :  

a. Pasal  433  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Perdata  

(se lan ju t n ya  d isebu t  "KUHPerda ta " )  :  

"Set i ap  orang  dewasa,  yang  se la l u  berada  dalam 

keadaan  dungu,  sak i t  otak ,  atau  mata  ge lap  harus  

di ta ruh  di  bawah pengampuan"  ;  

b. Pasal  436 KUHPerdata :  

"Sega la  permin taan  akan  pengampuan,  harus  

dimajukan  ke  Pengadi l an  Neger i ,  yang  mana da lam 

daerah  hukumnya  orang  yang  dimin takan  

pengampuannya,  berd iam"  ;

c . Pasal  446 KUHPerdata  :  

"Pengampuan  mula i  ber ja l an  te rh i t u ng  semenjak  

putusan  atau  penetapan  diucapkan"  ;

d. Pasal  447 KUHPerdata  :  

"Sega la  t i ndak - t i ndak  perda ta  yang  te r j ad i  

k i ranya  sebe lum per in t ah  akan  pengampuan berdasar  

atas  keadaan  dungu,  sak i t  otak ,  d iucapkan ,  akan  

boleh  d iba ta l kan .  j i ka  dasar  pengampuan te l ah  ada  

pada saat  t i ndakan  i t u  di l akukannya"  ;

e. Buku  I I  Mahkamah  Agung  RI  (Ed is i  Revis i ) ,  
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ten tang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  

Admin is t r a s i  Pengad i l an .  cetakan  ke- 5,  2004,  

per i ha l  Perkara  Permohonan  angka  12.8 ,  ha laman  

105 ( "Buku  I I  MARl" )  :

"Contoh  permohonan  yang  harus  d ia j ukan  dan  

di te t apkan  oleh  Pengadi l an  Neger i  adalah  . . .  (b )  

Permohonan  pengangkatan  pengampu  bag i  orang  

dewasa  yang  kurang  inga tannya  atau  orang  dewasa  

yang  t i dak  bisa  mengurus  har tanya ,  misa lnya  pikun  

atau  sak i t  yang  bers i f a t  te tap "  ;

5. Bahwa oleh  karena  i t u ,  berdasarkan  keten tuan  

dalam Pasa l  447  jo  Pasa l  446 jo  Pasa l  436  jo  Pasal  

433  KUHPerdata  dan  Buku  I I  MARI,  per iha l  Perkara  

Permohonan,  maka pember ian  kuasa  dar i  Himpal  Robin  

Marpaung  kepada  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  sebaga imana  dinya takan  da lam Akta  No.2 /7  

Februar i  2006  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum 

apapun.  Oleh  karenanya ,  demi  hukum,  Akta  No.2 /7  

Februar i  2006  harus lah  di to l ak  atau  dinya takan  

cacat  hukum/ fo rm i l  dan  t i dak  mempunyai  kekuatan  

hukum apapun.  Akiba t  hukumnya,  SKK lama/15  Februar i  

2008  secara  mutat i s  mutand is  juga  t i dak  mempunya i  

dasar  hukum  dan  t i dak  mempunyai  kua l i t a s  hukum 

sebaga i  "wak i l "  atau  "kuasa"  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i .  Oleh  karena  i t u ,  

Penggugat  Konpens i /  Terguga t  Rekonpens i  (Tyomin  

N.H.  Marpaung) ,  sama  seka l i  t i dak  mempunyai  

kewenangan  hukum dalam  bentuk  apapun  se lama  in i ,  

te rmasuk  ber t i ndak  untuk  dan atas  nama Himpal  Robin  

Marpaung  dalam perkara  aquo ;

6. Bahwa demik ian  pu la  ha lnya  apab i l a  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  mendasarkan  pada  SKK 

baru /26  Maret  2008  junc to  Penetapan  No.56 /17  Maret  

2008,  karena  t i ndakan  perda ta  berupa  pember ian  

pengampuan  yang  d i l akukan  Penggugat  Konpens i /  

Tergugat  Rekonpens i  untuk  dan  atas  nama  Himpal  

Robin  Marpaung  fak tanya  di l akukan  jauh  sete lah  
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dida f t a r kannya  gugatan  aquo  pada  tangga l  18  

Februar i  2008.  Dengan  demik ian ,  sega la  t i ndakan-

t i ndakan  perda ta  yang  te r j ad i  sebe lum  Penetapan  

No.56 /17  Maret  2008  te rsebu t  d ike lua rkan  dapat  

d iba ta l kan ,  te rmasuk  penga juan  gugatan  aquo.  

Faktanya ,  Penetapan  No.56/17  Maret  2008  secara  

resmi  baru  diucapkan  dan di te t apkan  pada tangga l  17  

Maret  2008 ;

Sete lah  gugatan  aquo  dida f t a r kan  oleh  Penggugat  

Konpens i /  Tergugat  Rekonpens i  pada  tangga l  18 

Februar i  2008.  Pasa l  446  KUHPerdata  menyatakan  

bahwa "Pengampuan mula i  ber ja l an  te rh i t ung  semenjak  

putusan  atau  penetapan  diucapkan"  ;

7. Bahwa  te rhadap  kond is i  kewenangan  hukum 

Ny.Tyomin  N.H.  Marpaung  untuk  ber t i ndak  untuk  dan  

atas  nama  Drs .H impa l  Robin  Marpaung  sebe lum 

di t e t apkannya  Penetapan  No.56/17  Maret  2008  ada lah  

sebaga imana  dinya takan  dalam  Penetapan  No.56/17  

Maret  2008  khususnya  ten tang  duduknya  perkara  pada  

halaman  2  angka  4  dan  dalam  Tentang  Hukumnya 

halaman 6 paragra f  kedua,  sebaga i  ber i ku t  :  

"Bahwa benar  Termohon yang  bernama Drs .H impa l  Robin  

Marpaung,  MPA,  sampai  saat  in i  t i dak  cakap  

ber t i ndak  secara  bukum maka agar  Pemohon (Ny.Tyomin  

NH.Marpaung)  di tun j uk  sebaga i  Pengampu  (Cura to r )  

guna  mewaki l i  Suami  Pemohon  sebaga i  yang  diampu 

(cu ra te l e )  melakukan  t i ndakan  hukum  te rhadap  

kepent i ngannya"  ;  

Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka te lah  sangat  

je las  dan  tegas  bahwa sebelum  tanggal  17  Maret  2008  

yai tu  tanggal  di  mana diucapkannya  Penetapan  No.56/17  

Maret  2008,  Ny.Tyomin  t idak  cakap  hukum  untuk  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama  Drs.Himpal  Robin  

Marpaung ;

8. Bahwa  berdasarkan  hal - ba l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka,  secara  hukum,  Gugatan  yang  dibua t  dan  

dia jukan  oleh  RSM &  Rekan  junc to  KBH-SKB 
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menjad i  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum  sama 

seka l i ,  karena  dibua t  dan  d ia j ukan  oleh  RSM & 

Rekan  berdasarkan  SKK lama/ I5  Februar i  2008  

junc to  Akta  No.2 /7  Februar i  2006  yang  cacat  

hukum/ fo rmi l  Demik ian  juga ,  perba i kan  gugatan  

yang  dia j ukan  oleh  KBH-SKB  berdasarkan  SKK 

baru /26  Maret  2008  junc to  Penetapan  No.56 /17  

Maret  2008  je l as  dan  te rbuk t i  mengandung  caca t  

hukum/ fo rmi l  karena  pendaf ta ran  Gugatan  a  quo 

di l akukan  berdasarkan  Akta  No.2 /7  Februar i  

2006  seh ingga  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum 

berupa  apapun  karena  t i dak  sesua i  dengan  

keten tuan  hukum  yang  ber laku .  Maka  dengan  

demik ian ,  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  secara  hukum t i dak  mempunya i  a las  

hak  ( l ega l  stand ing )  untuk  mengajukan  gugatan  

aquo ;

9. Bahwa  da l i l - da l i l .  Para  Tergugat  

Konpens i /Penggugat  Rekonpens i  sebaga imana  

dikemukakan  di  atas  te rsebu t  d idukung  o leh  

dasar  dan alasan  hukum sebaga i  ber i ku t  :  

a. Pasal  1340 KUHPerdata  :  

"Perse tu juan  hanya  ber laku  antara  pihak- pihak  yang  

membuatnya"  ;

b. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  294  

K/S ip /1971 ,  tangga l  7 Ju l i  1971 :  

"Gugatan /ban tahan  harus  diu jukan  oleh  orang  yang  

mempunyai  hubungan  hukum"  ;

10.  Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  pada  

angka  1  sampai  dengan  9  di  atas ,  maka  sudah  

se layaknya  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  

mener ima  dan  mengabu lkan  Ekseps i  Diskwal i f i c a t o i r  

Para  Terguga t  Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i  

karena  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  

ada lah  pihak  yang  t i dak  berhak  dan  t i dak  mempunya i  

a las  hak  (Lega l  Stand ing )  untuk  mengajukan  gugatan  

a  quo  te rhadap  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  
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Penggugat  Rekonpens i ,  seka l i gus  menolak  gugatan  

Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Tidak  Dapat  

Di te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k  Verk /aa rd )  ;

B.2 . PENGGUGAT KONPENSI  /  TERGUGAT REKONPENSI  TELAH 

MENGAJUKAN PERUBAHAN SURAT GUGATAN DENGAN CARA YANG 

DILARANG OLEH HUKUM ACARA PERDATA  DAN KEBIASAAN 

PRAKTEK  YANG BERLAKU DALAM PERADILAN  PERDATA  DI  

INDONESIA ;

1. Bahwa  pada  tangga l  17  Apr i l  2008,  di  dalam 

lan ju tan  pemer iksaan  Perkara  No.26  di  Pengadi l an  

Neger i  Cib inong  yang  la lu ,  Para  Tergugat  

Konpens i /Para  Penggugat  Rekonpens i  te lah  mener ima  

tembusan  sura t  Penggugat  Konpens i /  Tergugat  

Rekonpens i  te r tangga l  14  Apr i l  2008,  per iha l  

Perba ikan  gugatan  No.26/PDT.G/2008/PN.CBN,  yang  

di tu j ukan  kepada  Maje l i s  Hakim  Perkara  No.26  

(se lan ju tnya  disebut  "Sura t  Renvooi " ) ,  yang  pada  

pokoknya  Penggugat  Konpensi /  Tergugat  Rekonpens i  

dengan  in i  mengajukan  perba ikan  dalam  gugatannya,  

yai tu  te rdapat  perubahan  dan  penambahan  pada  ( i )  

pember ian  kuasa,  ( i i )  bagian  prov is i ,  ( i i i )  Posi ta  

gugatan  baru ,  angka  1,  halaman  2  (perbedaan  

penul i san  atas  luas  tanah) ,  ( i v )  Posi ta  gugatan  

baru ,  angka  2  dan  4,  halaman  3  (penambahan  bukt i -

bukt i )  dan perbedaan  penul i san  atas  luas  tanah) ,  (v )  

posi ta  gugatan  baru ,  angka  5.  halaman  3  (perbedaan  

penul i san  atas  luas  tanah) ,  (v i )  posi ta  gugatan  

baru ,  angka  6,  7,  8,  9,  halaman  4  (perbedaan  

penul i san  atas  luas  tanah) ,  (v i i )  posi ta  gugatan  

baru ,  angka  9,  halaman  4  (penambahan  dal i l - dal i l  

gugatan) ,  (v i i i )  posi ta  gugatan  baru ,  angka  10  

halaman 5 berubah  menjad i  posi ta  angka  I I ,  halaman 6 

(adanya  perbedaan  penul i san  mengenai  luas  tanah) ,  

( i x )  posi ta  gugatan  baru ,  angka  11,  halaman  5 

berubah  menjad i  posi ta  angka  12,  halaman  6 

(penambahan  dal i l - dat i l  gugatan) ,  (x )  posi ta  gugatan  
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baru ,  angka  12,  halaman  5  berubah  menjad i  posi ta  

angka  13.  halaman  6  (penambahan  dal i l - dal i l  

gugatan) ,  (x i )  posi ta  gugatan  baru ,  angka  13,  

halaman 6 berubah  menjad i  posi ta  angka  14,  halaman 7 

(perbedaan  penul i san  Iuas  tanah) ,  (x i i )  posi ta  

gugatan  baru ,  angka  14,  halaman  6  berubah  menjad i  

posi ta  angka  15,  halaman  7  (penambahan  dal i l - dal i l  

gugatan) ,  (x i i i )  posi ta  gugatan  baru ,  angka  15,  

halaman 6 berubah  menjad i  posi ta  angka  16,  halaman 7 

(penambahan  jumlah  kerug ian  mater i i l )  (x i v )  posi ta  

gugatan  baru ,  angka  16,  halaman  7  berubah  menjad i  

posi ta  angka  17,  halaman  8  (penambahan  dal i l - dal i l  

gugatan) ,  (xv)  posi ta  gugatan  baru ,  angka  18,  

halaman 8 berubah  menjad i  posi ta  angka  19,  halaman 9 

(penambahan  dal i l - dal i l  gugatan)  (xv i )  posi ta  

gugatan  angka  No.19,  halarnan  8 (pengurangan  dat i l -

dat i l  gugatan)  dan  (xv i i )  pet i t um  gugatan  baru ,  

halaman  9  sampai  dengan  10  (da lam  prov is i  dan  

perubahan/penambahan  atas  jumlah  gant i  kerug ian  

mater i i l )  ;

2. Bahwa  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  Penggugat  

Rekonpens i  kebera tan  atas  Renvoo i  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  te rsebu t  dengan  

mengajukan  Sura t  Ref  No.0520/LSM/ IP / lV / 08  

te r t angga l  29 Apr i l  2008 ;

3. Bahwa  dasar  dan  alasan  hukum  untuk  dapat  

mengajukan  perba ikan  gugatan  dia tu r  da lam :

a. Reglement  op  de  Burger l i j k e  

Rechtsvo rde r i ng /Reg lemen  Acara  Perda ta  ( "RV ' ) ,  

Pasal  127 RV,  yang  menyatakan  :  

"Penggugat  berhak  untuk  mengubah  atau  mengurang i  

tun tu tannya  sampai  saat  perkara  dipu tus ,  tanpa  

boleh  mengubah atau  menambah pokok  gugatannya"  ;

b. Perubahan/pe rba i kan  gugatan  harus  memenuhi  

syara t  fo rm i l  dan mater i i l  ya i t u  :  

( i ) . Syara t  Formi l  :  

Dia tu r  da lam  Bagian  Kedua  dar i  Pedoman 
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Pelaksanaan  Tugas  dan  Admin is t r a s i  Perad i l an  

yang  di te rb i t k an  o leh  Mahkamah Agung Rl  ( "Buku  

Pedoman  MARl" ) ,  ya i t u  pada  pen je lasan  No.23 ,  

ha laman 115 :

23.1 . Perubahan  dan/a tau  perba i kan  gugatan ,  

d ipe rkenankan  asa l  d ia j ukan  pada  har i  

s idang  per tama  d i  mana para  pihak  had i r ,  

te tap i  ha l  te r sebu t  harus  di tanyakan  pada  

pihak  lawannya  guna  pembelaan  

kepent i ngannya"  ;

23.2 . Perubahan  dan/a tau  penambahan  gugatan  

t i dak  boleh  sedemik ian  rupa ,  seh ingga  

dasar  pokok  gugatan  menjad i  la i n  dar i  

mater i  yang  menjad i  sebab  perkara  anta ra  

kedua  belah  pihak  te rsebu t .  Dalam  hal  

demik ian ,  maka  sura t  gugat  harus  

dicabu t "  ;

( i i ) .  Syara t  Mater i i l  :  

Dia tu r  d i  da lam  Dokt r i n  Hukum  dan  

Yur i sp rudens i  Tetap  MARl sebaga i  ber i ku t  :  

- Perubahan/perba i kan  gugatan  t i dak  

dipe rbo lehkan  merubah/  memperba ik i  dasar  

pokok  gugatan ,  menambah/memperba ik i  pet i t um  

dan  merubah/  menambah/  memperba ik i  pos i t a  

atau  menyimpang dar i  ke jad ian  mater i i l  ;  

Syara t  perubahan/pe rba i kan  gugatan  in i  juga  

dia tu r  dan dipe r t egas  lag i  da lam Buku Pedoman 

MARl,  yang  menyatakan  :  

"23 .2 . Perubahan  dan/a tau  penambahan 

dan/a tau  perba ikan  gugatan  t i dak  boleh  

sedemik ian  rupa .  seh ingga  dasar  pokok  

gugatan  menjad i  la i n  dar i  mater i  yang  

menjad i  sebab  perkara .  Dalam  hal  

demik ian ,  maka  sura t  gugat  harus  

dicabu t "  ;

Berdasarkan  Yur i sp rudens i  Tetap  MARl ,  Putusan  

MARl  No.209  K/S ip /1970  te r t angga l  6  Maret  
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1971,  pada  pokoknya  memutuskan  bahwa 

"perubaban  tun tu tan  t i dak  ber ten tangan  dengan  

azas- azas  hukum  acara  perda ta  asa l  t i dak  

merubah/  menambah/memperba ik i  ke jad ian  

mater i i l  (pos i t a ) ,  meskipun  t i dak  ada  

tun tu tan  subs ida i r  untuk  perad i l an  yang  adi l "  

;

Putusan  MARl  No.  226 K/S ip /1973  te r t angga l  27 

Nopember  1975,  pada  pokoknya  memutuskan  bahwa 

"ka rena  perubahan  gugatan  yang  d ia j ukan  

Penggugat - Terband ing  tangga l  1  Februar i  1969  

ada lah  mengenai  pokok  gugatan  (pos i t a ) ,  maka 

seharusnya  perobahan  te rsebu t  d i to l ak "  ;

- Perubahan  gugatan  dalam  ha l  

perba i kan /penambahan/  pengurangan  gugatan  

t i dak  boleh  merug ikan  Tergugat  ;

Dasar  dan  alasan  hukum atas  syara t  te r sebu t  

d i  atas  berdasarkan  pada :  

Putusan  MARl  No.02  K/S ip /1959  te r t angga l  28 

Januar i  1959,  yang  pada  pokoknya  memutuskan  

bahwa  "perubahan  is i  gugatan  berupa  

pencabutan  kembal i  sebag ian  barang- barang  

yang  diguga t ,  t i dak  dapat  d ibenarkan  karena  

dalam  perkara  in i  penambahan  perba ikan  atas  

dal i l - da l i l  guga lan  (pos i t a )  dapat  merug ikan  

Tergugat ,  te ru tama  dalam  sengketa  tanah  dan  

war i san  gono- gin i "  ;

Penger t i an  " t i dak  boleh  merug ikan  kepent i ngan  

Para  Tergugat "  berdasarkan  Yur isp rudens i  Tetap  

MARl  yang  te lah  disebu tkan  di  atas ,  dapat  

dis impu lkan  bahwa apabi l a  perubahan/perba i kan  

gugatan  akan  membawa dampak  yang  nyata  dan  

konkr i t  yang  merugikan  di r i n ya  dan  

kepent i ngannya .  hal  in i  dapat  di j ad i kan  

per t imbangan  bagi  Hakim  untuk  menolak  

perubahan/perba i kan  gugatan  te rsebu t  ;

4. Bahwa  t i ndakan  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  
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Rekonpens i  yang  mengajukan  perba i kan  gugatan  

(perubahan  dan penambahan)  te rsebu t  je l as  merupakan  

t i ndakan  penya lahgunaan  keadaan  (abuse  of  

procedure )  dan  ber ten tangan  dengan  prak tek  hukum 

acara  perda ta  yang  ber laku ,  o leh  karena  i t u  harus  

di t o l a k  ;

5. Bahwa  oleh  karena  i tu ,  maka  Para  Tergugat  

Konpens i /Para  Penggugat  Rekonpens i  mohon  agar  

Maje l i s  Hakim  yang  te rhormat  berkenan  untuk  

menyatakan  bahwa  perba ikan  gugatan  (perubahan  dan  

penambahan)  Penggugat  Konpensi /Terguga t  Rekonpens i  

dinyatakan  sebagai  perubahan  gugatan  yang  te r l a rang ,  

dan  selan ju tnya  menyatakan  gugatan  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  t i dak  dapat  di te r ima  

(Nie l  Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

B.3 . EKSEPSI  GUGATAN  PENGGUGAT  KONPENSI/TERGUGAT 

REKONPENSI  KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM 

LIBELLUM) 

1. Berdasarkan  yur i sp rudens i ,  teo r i  dan  prak tek  

hukum  acara  yang  ber laku ,  suatu  gugatan  dapat  

d ika tego r i k an /d i k l a s i f i k a s i k an  sebaga i  "guga tan  

yang  kabur  dan  t i dak  je l as  (Except i o  Obscurum 

Libe l l um) "  apab i l a  pos i t a  gugatan  te rsebu t  t i dak  

re levan  dengan  pet i t um  gugatan  dan/a tau  t i dak  

mendukung  pet i t um  gugatan  atau  adanya  penggabungan  

dan/a tau  pencampuradukkan  suatu  kua l i f i k a s i  

perbua tan  hukum  (V ide  Putusan  Mahkamah  Agung 

tangga l  8  Desernber  1982  No.1075  K/S ip /1982  da lam 

perkara  perda ta  anta ra  Bachid  Marzuk  melawan Achmad 

Marzuk  dan Faray  bin  Surur  Alamr i )  ;

2. Bahwa  di  da lam  perkara  aquo  te rdapa t  

penggabungan  dan/a tau  pencampur  adukkan  gugatan  

ten tang  Wanpres tas i  dan  gugatan  ten tang  Perbuatan  

Melawan  Hukum,  ya i t u  di  da lam  pos i t a  dan  pet i t um  

gugatan  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  

sebaga i  ber i ku t  :

a. Gugatan  lama.  pos i t a  angka  9 jo  8 jo  7 jo  6  
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jo  5  jo  4,  ha laman  3  dan  1,  maupun  pet i t um  

gugatan  lama.  angka  2.  ha laman  9  atau  gugatan  

baru ,  pos i t a  angka  10  jo  9  jo  8  jo  7  jo  6  jo  5  

jo .  4.  ha laman  2 sampai  dengan  5.  maupun pet i t um  

gugatan  baru ,  angka  2,  ha laman 11 :  

"  . . .  nyata  dan  je l as  bahwa  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  te l ah  melakukan  Wanpres tas i  ( i ngka r  

jan j i )  ,  . . .  "  ;

"Menyatakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  melakukan  

wanpres tas i "  ;

b. Pos i ta  gugatan  angka  17  (guga tan  baru  angka  

18) ,  jo  14  (gugatan  

baru  angka  15)  jo  13  (guga tan  baru  angka  14)  jo  

12  (guga tan  baru  

angka  13) ,  jo  11  (gugatan  baru  angka  12)  jo  10 

(guga tan  baru  angka  I I ) .  ha laman  5 sampai  dengan  

7,  maupun gugatan  lama.  Pet i t um  angka  3,  ha laman  

9  atau  gugatan  baru ,  pet i t um  angka  3.  ha laman 

I I  :  

"  . .  .maka  Terguga t  I I  dan  Turu t  Tergugat  te l ah  

melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum . . . .  "  ;

"Menyatakan  Tergugat  I I  dan  Turu t  Terguga t  

melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum" ;

3. Bahwa  kut i pan  dar i  daI i l - da l i l  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  te rsebu t  merupakan  

pengakuan  dar i  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  d ihadapan  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  

bahwa dasar  gugatannya  ada lah  penggabungan  dan/a tau  

pencampuradukkan  anta ra  Perbua tan  Wanpres tas i  dan  

Perbuatan  Melawan  Hukum,  berdasarkan  dasar  dan  

alasan  sebaga i  ber i ku t  :

a. Pasal  174 HIR:  

"Pengakuan  yang  diucapkan  dihadapan  Hakim,  cukup  

menjad i  bukt i  untuk  memberatkan  orang  yang  

mengaku  i t u ,  ba ik  yang  diucapkannya  send i r i ,  

maupun  dengan  per to l ongan  orang  la i n ,  yang  

is t imewa  dikuasakan  untuk  i t u "  ;  
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b. Pasal  1925 KUHPerdata  :

"Pengakuan  yang  di l akukan  di  muka  Hakim 

member ikan  suatu  bukt i  yang  sempurna  te rbadap  

s iapa  yang  te l ah  melakukannya ,  ba ik  send i r i  

maupun  dengan  peran ta raan  seorang  yang  khusus  

dikuasakan  untuk  i t u "  ;

c . Pasal  1926 KUHPerdata  yang menyatakan  :  

"Suatu  pengakuan  yang  di l akukan  di  muka  Hakim 

t i dak  dapat  d i ta r i k  kembal i ,  kecua l i  apab i l a  

dibuk t i k an  bahwa pengakuan  i t u  ada lah  ak iba t  dar i  

suatu  kekh i l a f an  mengenai  ha l - ha l  yang te r j ad i "  ;

Oleh  karena  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  te lah  mengaku i  bahwa gugatan  aquo juga  

didasarkan  pada  penggabungan  dan/a tau  pencampur  

adukkan  anta ra  Perbuatan  Wanpres tas i  dan  

Perbuatan  Melawan  Hukum yang  je l as - je l as  te l ah  

melanggar  ta ta  te r t i b  beracara ,  maka,  sudah  

se layaknya  apab i l a  Gugatan  a  quo  di t o l a k  atau  

set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;

4. Bahwa  penggabungan  dan/a tau  pencampuradukkan  

gugatan  ten tang  Wanpres tas i  dan  Gugatan  ten tang  

Perbuatan  Melawan  Hukum ber ten tangan  dengan  ta ta  

te r t i b  beracara  karena  kua l i f i k a s i  perbua tan  

Wanpres tas i  t i dak  te rmasuk  dalam  penger t i a n  

kua l i f i k a s i  Perbuatan  Melawan Hukum.  Hal  in i  anta ra  

la i n  dapat  d i l i h a t  dar i  Yur i sp rudens i  Tetap  

Mahkamah Agung  RI ,  ya i t u  Putusan  Mahkamah Agung  RI  

No.1875  K/Pdt / I 984 ,  tangga l  24 Apr i l  1986 :

"Penggabungan  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum 

dengan  Perbuatan  Wanpres tas i  t i dak  dapat  d ibenarkan  

dalam ta ta  te r t i b  beracara  secara  perda ta  dan harus  

dise lesa i kan  secara  te rsend i r i /  te rp i sah  pula ”  ;  

5. Bahwa  se la i n  i t u ,  d i  da lam  pos i t a  gugatan  

te rsebu t  t i dak  re levan  dengan  pet i t um  gugatan  

dan/a tau  t i dak  mendukung  pet i t um  gugatan ,  ya i t u  :  

a. Pada gugatan  lama,  Pos i ta  angka  1,  2,  3,  4,  
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dan  5,  ha laman  2  dan  3,  te rcan tum  tanah  se luas  

sek i t a r  28 Ha,  akan  te tap i  d i  da lam gugatan  baru ,  

angka  1,  2,  3,  4  dan  5,  ha laman  2  sampai  dengan  

4,  berubah  menjad i  se luas  27,7845  ha atau  277.845  

m2,  kemudian  pencantuman  tanah  se luas  sek i t a r  17  

ha  (guga tan  lama) ,  akan  te tap i  d i  da lam  gugatan  

baru  berubah  menjad i  se luas  17,2155  ha.  Dengan 

demik ian ,  te rbuk t i  te r j ad i  kerancuan  mengenai  

luas  tanah  yang  sebenarnya  ;  

b. Sela in  i t u ,  d i  da lam  gugatan  lama  atau  

gugatan  baru ,  te rdapa t  perbedaan  penu l i san  atas  

besarnya  luas  tanah ,  ya i t u  anta ra  penu l i san  di  

pos i t a  angka  10,  ha laman  5  (gugatan  lama)  

te r t u l i s  " tanah  yang  dimohonkan  SHGB  se luas  

383.205  m2",  akan  te tap i  d i  da lam  pos i t a  angka  

I I ,  ha laman 6 (guga tan  baru )  te r t u l i s  " tanah  yang  

dimohonkan  SHGB  se luas  38.3205  m2".  Dengan  

demik ian ,  te rbuk t i  te r j ad i  kerancuan  mengenai  

luas  tanah  yang  sebenamya ;

c . Leb ih  lan ju t ,  d i  da lam  gugatan  lama  atau  

gugatan  baru ,  te rdapa t  perbedaan  penu l i san  atas  

besarnya  luas  tanah ,  ya i t u  anta ra  penu l i san  di  

pos i t a  angka  10,  paragra f  ke- 3,  ha laman  5 

(guga tan  lama)  te r t u l i s  " tanah  yang  baru  

dise lesa i kan  . . .  ada lah  se luas  sek i t a r  28  ha 

( tepa tnya  277.845  m2)" ,  akan  te tap i  d i  da lam 

pos i t a  angka  11,  paragra f  ke- 3,  ha laman  6 

(guga tan  baru)  te r t u l i s  " tanah  yang  baru  

dise lesa i kan  . . .  ada lah  se luas  27.7845  ha" .  

Dengan  demik ian ,  te rbuk t i  te r j ad i  kerancuan  

mengenai  luas  tanah  yang  sebenarnya  ;  

d. Selan ju t nya ,  d i  da lam  gugatan  lama  maupun 

gugatan  baru ,  te rdapa t  perbedaan  penu l i san  atas  

besarnya  luas  tanah ,  ya i t u  :  da lam  gugatan  lama  

pada  pos i t a  angka  10,  paragra f  ke.4 ,  halaman  5 

te r t u l i s  “un tuk  s isa  luas  tanah  94.530  m2 

(383 .205  m2-277.845  m2)  yang  merupakan  bag ian  

26
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dar i  tanah  se luas  sek i t a r  17  ha” ,  akan  te tap i  d i  

da lam gugatan  baru  pada pos i t a  angka  11,  peragra f  

ke.4 ,  ha laman  6  te r t u l i s  “un tuk  s isa  luas  tanah  

9.4530  m2  (38 .3205  m2-27.78 .7845  m2)  yang  

merupakan  bagian  dar i  tanah  se luas  17.2155  ha” .  

Dengan  demik ian ,  te rbuk t i  te r j ad i  kerancuan  

mengenai  luas  tanah  yang  sebenarnya  ;

e. Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  (ba ik  

dalam  gugatan  Lama  maupun  gugatan  Baru  t i dak  

menyebutkan  secara  tegas  dan  je l as  mengenai  tanah  

yang menjad i  sengketa  dalam perkara  aquo ;  

f . Sela in  i t u  juga ,  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  te lah  menyatakan  dalam  Gugatan  aquo,  

Dalam  Prov i s i ,  Penggugat  mendal i l k an  agar  tanah  

se luas  sek i t a r  45  ha  (empat  pu luh  l ima  hekta r )  

d imohonkan  s i t a  jaminan .  Pengungkapan  luas  dan  

batas - batas  tanah  yang  dik l a im  oleh  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  te r sebu t  adalah  

t i dak  benar  dan menyesatkan .  Faktanya ,  tanah  yang  

dimi l i k i  o leh  Tergugat  I I  Konpens i /  Penggugat  I I  

Rekonpens i  ada lah  se luas  412,991  m2 (empat  ra tus  

dua belas  r i bu  sembi Ian  ra tus  sembi l an  puluh  satu  

meter  perseg i )  atau  se luas  41,2991  ha  (empat  

pu luh  satu  koma  dua  sembi Ian  sembi l an  satu  

hekta r ) .  Kemudian  juga  dal i l  Penggugat  Konpens i /  

Tergugat  Rekonpens i  mengenai  batas - batas  tanah  

yang  dimi l i k i  o leh  Tergugat  I I  Konpens i /Pengguga t  

I I  Rekonpens i  da lam  gugatan  aquo  ada lah  ke l i r u  

dan  menyesatkan  ser ta  t i dak  sesua i  dengan  fak ta  

yang  sebenarnya  di  lapangan.  Adanya  perbedaan  

luas  tanah  dan  batas - batas  tanah  te rsebu t  te l ah  

menunjukkan  secara  tegas  dan  je l as  bahwa gugatan  

aquo  ada lah  kabur  dan  t i dak  je l as  (excep t i o  

Obscurum Libe l l um)  ;

g. Sela in  dar ipada  i t u ,  di  dalam pos i t a  gugatan  

lama,  angka  15,  ha laman  6  dan  7,  atau  pos i t a  

gugatan  baru ,  angka  16,  halaman  7 dan  8,  ten tang  
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"Kerug ian  Mater i i l "  dan  "Kerug ian  Immater i i l " ,  

maupun  di  da lam  pet i t um  gugatan  lama,  angka  5,  

halaman 9 dan 10,  atau  pet i t um  gugatan  baru ,  angka  

5,  halaman 11 dan  12,  ten tang  "Kerug ian  Mater i i l "  

dan "Kerug ian  Immater i i l " ,  te lah  te r j ad i  perubahan  

mengenai  jumlah  tun tu tannya  ya i t u  semula  di  dalam 

gugatan  lama  tun tu tan  kerug iannya  sebesar  

Rp.109.450 .000 .000  (sera tus  sembi Ian  mi lya r  empat  

ra tus  l ima  puluh  ju ta  rup iah ) ,  akan  te tap i  di  

dalam  Gugatan  baru  berubah  menjad i  sebesar  

Rp.110.743 .000 .000  (sera tus  sepu luh  mi lya r  tu juh  

ra tus  empat  puluh  t i ga  ju ta  rup iah ) .  Perubahan  

tun tu tan  gant i  kerug ian  mater i i l  dan  immater i i l  

baik  di  dalam pos i t a  maupun pet i t um  gugatan  adalah  

perubahan  yang  di l a rang  menuru t  hukum  acara  

perda ta  yang ber laku  (abuse  of  procedure )  ;

6. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  sudah  se layaknya  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  berkenan  untuk  mener ima  dan  mengabulkan  

ekseps i  kabur  dan  t i dak  je l as  (Excep t i o  Obscurum 

Libe l l um)  yang  dia j ukan  oleh  Para  Terguga t  

Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i ,  seka l i gus  

menolak  Gugatan  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  

t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;   

B.4 . EKSEPSI  GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI  /  TERGUGAT 

REKONPENSI SALAH PIHAK (EXCEPTIF  ERROR IN  PERSONA) :

1. Bahwa  di  da lam  Gugatan ,  bagian  para  pihak ,  

ya i t u  pada  halaman  I ,  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  mendal i l k an  bahwa "Gugatan  in i  d ia jukan  

te rhadap :  1.  Rober t  Maru l i ,  bera lamat  di  Ja lan  

Kedoya  Palma  Raya,  2  RT.14/04 ,  Kelu rahan  Kedoya  

Sela tan ,  Kecamatan  Kebon  Jeruk .  Jakar ta  Bara t ,  

untuk  se lan ju t nya  mohon disebu t  sebaga i  Tergugat  I ”  

;

2. Bahwa  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  
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te lah  rancu  karena  te lah  menempatkan  Tergugat  I  

Konpens i /Penggugat  I  Rekonpens i  dalam kapas i tas  dan  

kedudukannya  secara  pr ibad i  /  ind iv i du  di  dalam 

Gugatan,  padahal  fak tanya  Tergugat  I  

Konpens i /Penggugat  I  Rekonpens i  pada  saat  i tu  

ber t i ndak  sebaga i  Direk tu r  Utama  Tergugat  I I  

Konpens i /Penggugat  I I ,  dan  hal  i tu  t i dak  dibenarkan  

dalam  te r t i b  beracara  karena  set iap  hal  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  I  Konpensi /  Penggugat  I  

Rekonpens i  dalam  kapas i t asnya  sebagai  Direk tu r  

Utarna  Tergugat  I I  Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i  

;  

3. Bahwa demik ian  pu la ,  d i  da lam Gugatan ,  Bagian  

pendahu luan ,  ha laman 1,  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  juga  mengajukan  Gugatan  te rhadap  

Tergugat  I I  Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i ,  

padaha l  fak tanya  anta ra  Tergugat  I I  Konpens i /  

Penggugat  I I  Rekonpens i  dengan  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  sama  seka l i  t i dak  

mempunya i  hubungan  hukum apapun se lama in i  ;

4. Bahwa  mengenai  pent i ngnya  hubungan  hukum 

anta ra  para  pihak  dalam  suatu  perbua tan  hukum 

te r t en tu ,  te rdapa t  Yur i sp rudens i  Tetap  Putusan-

Putusan  Mahkamah Agung  RI  yang  menegaskan  hal - ha l  

te rsebu t ,  ya i t u  :  

a. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.4  K/S ip /19S8,  

te r t angga l  13  Desember  1958,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Syara t  mut lak  untuk  menuntu t  seseorang  di  depan  

Pengad i l an  ada lah  adanya  hubungan  atau  

perse l i s i h an  hukum anta ra  kedua  belah  pihak ' ' .  

b. Putusan  Mahkamah Agung RI  No.294  K/S ip /1971 .  

te r t angga l  7  Ju l i  1971,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Gugatan /ban tahan  harus  dia jukan  oleh  orang  yang  

mempunyai  hubungan  hukum anta ra  pihak  yang  satu  

dengan pihak  yang  la i nnya "  ;
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5. Bahwa oleh  karena  i t u ,  sudah  se layaknya  j i k a  

Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  berkenan  mener ima  dan  

mengabulkan  Ekseps i  Salah  Pihak  (Except i o  Erro r  in  

Persona)  yang  dia jukan  o leh  Para  Tergugat  

Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i  dan  mohon  agar  

Tergugat  I  Konpens i /Pengguga t  I  Rekonpens i  

d ike lua r kan  sebaga i  Pihak  (Par t i j )  da lam perkara  a 

quo  karena  sa lah  p ihak ,  seka l i gus  menolak  Gugatan  

Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;

B.5 . EKSEPSI  GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIE  PLURIUM 

LIT IS  CONSORTIUM) :

1. Bahwa di  da lam pos i t a  gugatan  lama,  pada angka  

12,  13,  dan  14,  ha laman  5  dan  6,  atau  pos i t a  

gugatan  baru ,  angka  13,  14,  dan  15,  ha laman  6  dan  

7,  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  juga  

te lah  menyebut - nyebut  nama para  pemi l i k  tanah  asa l  

se luas  17  ha,  H.Abd i l l a h  dan  Erwady  Gunawan dalam 

Gugatan  aquo ;  

2. Bahwa  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  Penggugat  

Rekonpens i  mohon  akta  atas  "pengakuan"  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  yang  te lah  mendal i l k an  

bahwa te rdapa t  p ihak - pihak  la i n  yang  te r l i b a t  da lam 

perkara  aquo,  ya i t u  ( i )  para  pemi l i k  tanah  asa l  

se luas  17  ha  ( tu j uh  be las  hekta r ) ,  ( i i )  H.Abd i l l a h  

se laku  pemi l i k  tanah  lama,  dan  ( i i i )  Sdr .Erwady  

Gunawan  (sa lah  satu  pemegang  saham  Tergugat  I I  

Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i  ;

3. Bahwa berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t ,  maka 

te rbuk t i  secara  sah  menuru t  hukum gugatan  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  menjad i  "KURANG PIHAK"  

karena  t i dak  menar i k  dan  t i dak  mengiku t  ser takan  

( i )  para  pemi l i k  tanah  asa l  se luas  17  ha  ( tu j uh  

belas  hekta r ) ,  ( i i )  H.Abd i l l a h  se laku  pemi l i k  tanah  

asa l ,  dan  ( i i i )  Erwady  Gunawan,  untuk  di j ad i kan  
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sebaga i  Para  Tergugat  la i nnya  dalam gugatan  aquo ;

4 Bahwa  te rhadap  gugatan  yang  "Kurang  Pihak" ,  

berdasarkan  Yur i sp rudens i  Tetap  Mahkamah  Agung 

Indones ia  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  o leh  Maje l i s  Hakim 

yang  te rho rmat  sebaga imana  te rcan tum dalam Putusan-

Putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  mengatu r  ten tang  

Gugatan  Kurang  Pihak ,  ya i t u  :  

a. Putusan  Mahkamah Agung R. I  No.938  K/S ip /1971  

tangga l  4  Oktober  1972,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Jua l  be l i  anta ra  Tergugat  dengan  orang  ket i ga  

t i dak  dapat  d iba ta l kan  tanpa  d i i ku t  ser takannya  

orang  ket i ga  te rsebu t  sebaga i  Terguga t  da lam 

perkara "  ;

b. Putusan  Mahkamah Agung R. I  No.151  K/S ip /1972  

tangga l  13  Mei  1975,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Bahwa  karena  yang  berhu tang  kepada  

Penggugat /Te rband ing  ada lah  dua orang ,  seharusnya  

gugatan  di tu j ukan  kepada  kedua  orang  te rsebu t "  ;

"Bahwa  o leh  karena  gugatan  t i dak  lengkap  (yang  

diguga t  hanya  seorang)  gugatan  harus  dinya takan  

t i dak  dapat  d i te r ima"  ;

c . Putusan  Mahkamah Agung RI  No.1078  K/S ip /1972  

tangga l  11  November  1975,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Bahwa  Tergugat  I I /Pemband ing  mendal i l k an  bahwa 

tanah  sengketa  te lah  d i j ua l  kepadanya  o leh  

Paul t j e  Pinon toan  dan  ia  minta  agar  Saar t j e  dan  

Paul t j e  Pinon toan  juga  dipangg i l  da lam  perkara  

in i "  ;

"Bahwa  seharusnya  Paul t j e  i t u  di i ku t  ser takan  

dalam  perkara ,  sebaga i  p ihak  yang  te l ah  menjua l  

tanah  te rsebu t  kepada  Tergugat /Te rband ing  dan  

Saar t j e  Pinon toan  berhak  penuh  atas  tanah  war i san  

yang  belum dibag i  i t u "  ;

           Hal .  31 dar i  56 hal .  Put .  
No.540  K/Pdt /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa  berdasarkan  kekurangan  fo rmi l  gugatan  

Penggugat /  Terband ing  harus  d inya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima"  ;

d. Putusan  Mahkamah Agung  RI  No.437  K/S ip /1973  

tangga l  9  Desember  1975,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  :  

"Karena  tanah- tanah  sengketa  sesungguhnya  t i dak  

hanya  dikuasa i  o leh  Tergugat /Pemband ing .  send i r i ,  

te tap i  bersama- sama  dengan  saudara  kandungnya,  

seharusnya  gugatan  di tu j u kan  te rhadap  

Tergugat /Pemband ing  sesaudara ,  bukan  hanya  

te rhadap  Tergugat /Pemband ing  send i r i ,  seh ingga  

oleh  karena  i t u  gugatan  harus  dinya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima ”  ;

e. Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.2438  

K/S ip /1980  tangga l  23  Maret  1982,  yang  

pada pokoknya  menyatakan  :  

"Gugatan  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ,  

karena  t i dak  semua ahl i  war i s  tu ru t  sebaga i  p ihak  

dalam perkara ”  ;

(Sumber  :  Buku  Mater i  Dasar  Hukum Acara  Perdata ,  

Karangan  H.  Riduan  Syahran i ,  S.H. ,  Penerb i t  

PT.Ci t r a  Adi t ya  Bakt i ,  Bandung 2000)  ;   

5. Bahwa oleh  karena  Gugatan  aquo  Kurang  Pihak ,  

maka,  sudah  se layaknya  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  mener ima  dan  mengabulkan  Ekseps i  Kurang  

Pihak  (Except i o  Plur i um  Li t i s  Consor t i um)  yang  

dia j ukan  oleh  Para  Terguga t   Konpens i /Pa ra  

Penggugat  Rekonpens i  seka l i gus  menolak  gugatan  

Penggugat  Konpens i /  Terguga t  Rekonpens i  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;

B.6 .  EKSEPSI  GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA DAN 

TIDAK  

MEMPUNYAI DASAR HUKUM :

1. Bahwa  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  Penggugat  

Rekonpens i  menolak  dengan  tegas  dal i l - da l i l  
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Penggugat  Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  d i  da lam 

Posi t a  gugatan  lama,  pada angka  1,2 ,3 ,  4,  5,  6,  10,  

11,  12,  13,  14,  16 dan  17,  ha laman 3 sampai  dengan  

halaman  8,  atau  pos i t a  gugatan  baru ,  angka  

1,2 ,3 ,4 , 5 , 6 , 11 , 12 ,  13,  14,  15,  17 dan 18,  ha laman 3  

sampai  dengan  halaman 8.  

2. Bahwa dasar  dan alasan  peno lakan  Para  Tergugat  

Konpens i /Pa ra  Penggugat  Rekonpens i  d idasarkan  pada  

adanya  fak ta  hukum ya i t u  :  

a. Kepemi l i k an  hak  atas  tanah  atas  SHGB No.4 ,  

se luas  383.205  m2 ( t i ga  ra tus  de lapan  puluh  t i ga  

r i bu  dua  ra tus  l ima  meter  perseg i )  atas  nama 

Tergugat  I I  Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i  

d ipe ro l eh  dar i  pemi l i k  tanah  yang  sah  dan  berhak  

memi l i k i  ser ta  menguasa i  tanah  aquo  sebaga imana  

dinya takan  dalam  SK.  Kakanwi l  BPN Prop ins i  Jawa 

Bara t  No.514 /HGB/KWBPN/I996  te r t angga l  30  Ju l i  

1996,  d i  mana  Kepala  BPN Kabupaten  Bogor  pada  

tangga l  19  Agustus  1996  te lah  menerb i t kan  SHGB 

No.4 /Waru  atas  nama  Tergugat  I I  

Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i ,  Gambar  Si tuas i  

No.16225/1996  te r t angga l  13  Agustus  1996  se luas  

383.205  m2 ( t i ga  ra tus  delapan  puluh  t i ga  r i bu  

dua ra tus  l ima  meter  perseg i )  ;

b. Kepemi l i k an  hak  atas  tanah  atas  (a)  SHGB No.  

595,  se luas  20.182  m2 (dua  puluh  r ibu  sera tus  

delapan  puluh  dua  meter  perseg i ) ,  (b )  SHGB No.  

596,  se luas  357  m2 ( t i ga  ra tus  l ima  puluh  tu juh  

meter  perseg i ) ,  (c )  SHGB No.  597,  se luas  137m2 

(se ra tus  t i ga  pu luh  tu j uh  meter  perseg i ) ,  (d )  

SHGB No.  598,  se luas  3.980  m2 ( t i ga  r i bu  sembi l an  

ra tus  delapan  puluh  meter  perseg i ) ,  (e )  SHGB 

No.599,  se luas  2.400  m2 (dua  r ibu  empat  ra tus  

meter  perseg i )  dan  ( f )  SHGB No.10 ,  se luas  2.730  

m2  (dua  r i bu  tu j uh  ra tus  t i ga  puluh  meter  

perseg i )  yang  kese lu ruhannya  atas  nama Tergugat  

I I  Konpens i /Pengguga t  I I  Rekonpens i  juga  
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dipero l eh  dar i  pemi l i k  tanah  yang  sah  dan  berhak  

memi l i k i  ser ta  menguasa i  tanah  aquo  sebaga imana  

dinya takan  da lam  SK Kakanwi l  BPN Prop ins i  Jawa 

Bara t  No.403 /HGB/KWBPN/1997  te r t angga l  23  Jun i  

1997,  d imana  Kepala  BPN Kabupaten  Bogor  pada  

tangga l  12  Juh  1997  te l ah  menerb i t kan  5  ( l ima )  

SHGB atas  nama Tergugat  I I  Konpens i /  Penggugat  I I  

Rekonpens i  te rsebu t  ;

c . Dengan  te l ah  di te r b i t k annya  ser t i f i k a t  hak  

atas  tanah  aquo  maka  Tergugat  I I  

Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i  merupakan  

pemi l i k  yang  sah  atas  tanah  aquo  sebaga imana  

dinya takan  dalam SHGB te rsebu t  d i  atas  ;  

3. Bahwa Pasa l  32  ayat  (2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.24  Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  

(se lan j u t n ya  disebu t  "PP  Pendaf ta ran  Tanah" ) ,  

mengatu r  :  

"Da lam  ha l  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  

di t e rb i t k an  ser t i f i k a t  secara  sah  atas  nama orang  

atau  badan  hukum  yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  

dengan  i t i k ad  baik  dan  secara  nyata  menguasa inya .  

maka  pihak  la i n  yang  merasa  mempunyai  hak  a las  

tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  pe laksanaan  hak  

te rsebu t  apab i l a  da lam  waktu  5  ( l ima )  tahun  se jak  

di t e rb i t k annya  ser t i f i k a t  i t u  t i dak  mengajukan  

kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  pemegang  

ser t i f i k a t  dan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  yang  

bersangku tan  ataupun  t i dak  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  mengenai  penguasaan  tanah  atau  

penerb i t an  ser t i f i k a t  te rsebu t ' '  ;

Selan ju tnya ,  pen je l asan  Pasa l  32  ayat  (2 )  PP 

Pendaf ta ran  Tanah menyatakan  bahwa :  

"  . . .  Keten tuan  in i  ber tu j uan ,  pada  satu  pihak  

untuk  te tap  berpegang  pada s is tem  pub l i kas i  negat i f  

dan  pada  la i n  pihak  untuk  secara  se imbang  

member ikan  kepas t i an  hukum kepada  pihak  yang  dengan  

i t i k ad  baik  menguasa i  seb idang  tanah  dan  dida f t a r  
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sebaga i  pemegang  hak  dalam  buku  tanah ,  dengan  

ser t i f i k a t  sebaga i  tanda  bukt i nya  yang  menuru t  UUPA 

ber laku  sebaga i  a la t  pembukt i an  yang  kuat "  ;

4. Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  32  ayat  (2 )  

PP Pendaf ta ran  Tanah  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  

penga juan  gugatan  Penggugat  Konpens i /Te rguga t  

Rekonpens i  aquo  te lah  kada luwarsa  karena  tenggang  

waktunya  te l ah  meleb ih i  batas  waktu  5 ( l ima )  tahun ,  

ya i t u  :  

a. Untuk  SHGB  NO.4  atas  nama  Tergugat  I I  

Konpens i /Penggugat  I I  Rekonpens i  yang  di t e rb i t k an  

oleh  BPN Kabupaten  Bogor  pada  tangga l  19  Agustus  

1996,  maka,  da luwarsa  hak  untuk  mengajukan  

gugatan  ke  Pengad i l an  ada lah  te rh i t u ng  se jak  

tangga l  19  Agustus  2001  atau  se lambat - lambatnya  

sampai  dengan tangga l  19 Agustus  2001 ;

b. Sedangkan  untuk  ( i )  SHGB No.595,  se luas  

20.182  m2,  ( i i )  SHGB No.596,  se luas  357 m2,  ( i i i )  

SHGB No.597,  se luas  137  m2,  ( i v )  SHGB No.598,  

se luas  3.980  m2,  (v )  SHGB No.599,  se luas  2.400  m2 

dan  (v i )  SHGB No.10 ,  se luas  2.730  m2  yang  

di te rb i t k an  oleh  BPN Kabupaten  Bogor  pada tangga l  

12  Ju l i  1997  yang  se lu ruhnya  atas  nama Tergugat  

I I  Konpens i /Pengguga t  I I  Rekonpens i ,  maka,  

Daluwarsa  Hak  Untuk  Mengajukan  Gugatan  ke  

Pengad i l an  ada lah  te rh i t ung  se jak  tangga l  12 Ju l i  

2002  atau  se lambat - lambatnya  sampai  dengan  

tangga l  12 Ju l i  2002 ;

5. Berdasarkan  fak ta - fak ta  te rsebu t  d i  atas ,  

maka,  gugatan  Penggugat  Konpens i /  Tergugat  

Rekonpens i  secara  hukum dinya takan  te lah  Daluwarsa  

karena  te lah  melampaui  tenggang  waktu  penga juan  

gugatan  ke  Pengadi l an  dan  sama  seka l i  t i dak  

mempunya i  dasar  hukum (Onrech tmat i g  of  Ongegrond) ,  

seh ingga  karenanya  gugatan  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  ipso  ju re  menjad i  

"Gugur "  dengan sega la  ak iba t  hukumnya ;
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Oleh  karena  i t u ,  Para  Tergugat  Konpens i /Pa ra  

Penggugat  Rekonpens i  mohon agar  Maje l i s  Hakim yang  

te rho rmat  berkenan  menolak  gugatan  Penggugat  

Konpens i /Te rguga t  Rekonpens i  atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  Gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  

Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;

EKSEPSI  TURUT TERGUGAT :  

1. Bahwa Turu t  Tergugat  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  kecua l i  yang  secara  tegas  

diaku i  dan menguntungkan  Turu t  Terguga t  ;  

2. TENTANG KUALITAS PENGGUGAT (ONBEVOEG) :

Bahwa,  apab i l a  dice rmat i  da l i l  gugatan  Penggugat  bag ian  

pos i t a  yang  pada  pokoknya  menyatakan  sebaga i  pemi l i k  

atas  tanah  in  casu  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  dan Sura t  

Pelepasan  Hak  yang  as l i nya  te tap  dipegang  oleh  

Penggugat  (quad  non) .  Namun demik ian  fak ta  hukum nyata -

nyata  Turu t  Tergugat  da lam  menerb i t kan  ser t i f i k a t -

ser t i f i k a t  in  l i t i s  atas  nama Tergugat  I I  d idasarkan  

pada Sura t  Pemyataan  Pelepasan  Hak yang  nyata - nyata  SPH 

as l i  saat  in i  ada  pada  Kanto r  Per tanahan  Kabupaten  

Bogor  (Turu t  Tergugat )  ;

Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  9 Ayat  (3 )  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.15  Tahun  1975  ten tang  

Keten tuan - Keten tuan  Mengenai  Tata  Cara  Pembebasan  Tanah  

jo  Sura t  Edaran  Menter i  Dalam Neger i  No.Ba.12 /108 /12 /75  

tangga l  3  Desember  1975  Per iha l  Pelaksanaan  Pembebasan  

Tanah  Romawi  VI  jo  Sura t  Menter i  Dalam  Neger i  No.SJ  

16/10 /41  tangga l  19  Oktober  1976  Per iha l  PMDN 

No.15 /1975  ten tang  keten tuan - keten tuan  mengenai  ta ta  

cara  pembebasan  tanah  dan  No.2 /1976  ten tang  Penggunaan  

Acara  Pembebasan  Tanah  untuk  kepent i ngan  Pemer in tah  

Bagi  Pembebasan  Tanah  o leh  Pihak  Swasta ,  yang  pada  

pokoknya  menegaskan  bahwa untuk  kepent i ngan  pembukt i an ,  

dokumentas i  maupun  syara t - syara t  ke lengkapan  data  yang  

dipe r l u kan  untuk  penye lesa ian  permohonan  sesuatu  hak  

atas  tanah  oleh  ins tans i  yang  bersangku tan ,  maka 

pembayaran  gant i  rug i  ser ta  pernya taan  pelepasan  hak  
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te rsebu t  harus  dibua t  da lam bentuk  ber i t a  acara  dengan  

di l amp i r i  suatu  daf ta r  secara  ko lek t i f  dar i  p ihak- pihak  

yang  te lah  mener ima  pembayaran  gant i  rug i  te rsebu t  

sekurang- kurangnya  dalam 8 (de lapan)  ganda ;

Bahwa  dimungk inkan  lampi ran  SPH  la i nnya  ada  pada  

seseorang  atau  badan  hukum yang  mener ima  pe lepasan  hak,  

namun t i dak  demik ian  dengan  keberadaan  SPH yang  berada  

pada  Penggugat ,  karena  seharusnya  da lam  penguasaan  

Tergugat  I I  se laku  pener ima  pelepasan  hak  ;

Bahwa,  ada lah  suatu  perbua tan  melawan  hukum  (PMH)  

t i ndakan  Penggugat  menguasa i  SPH yang  fak ta  hukumnya 

ada lah  bukan  kewenangan  atau  kapas i t as  untuk  

menguasa inya  ;

Bahwa  Penggugat  da lam  melakukan  pembebasan  tanah  

berdasarkan  Sura t  Pernya taan  pelepasan  Hak  Atas  Tanah  

Penggugat  ber t i ndak  untuk  dan atas  nama PT.USAHA TARUNA 

MAJU  (Terguga t  I I ) .  Begi tupun  da lam  pengurusan  

perpan jangan  Iz i n  Penggugat  te l ah  dibe r i kan  kuasa  o leh  

Tergugat  I  se laku  Di rek tu r  PT.Usaha  Taruna  Maju  untuk  

mengurus  perpan jangan  Iz i n  Lokas i  yang  sudah  hab is  masa 

ber l aku  ;

Bahwa  INDROHARTO,  SH.  Dalam  bukunya  "Usaha  Memahami  

Undang- Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara"  

Penerb i t  Pustaka  Sinar  Harapan  Jakar ta  Tahun 1993 edis i  

rev i s i  buku  I I  cetakan  ke- empat  ha laman  37  s/d  40  

berpendapat  pada  pokoknya  menyebutkan  penger t i an  

kepent i ngan  dalam  ka i t annya  dengan  hukum acara  Tata  

Usaha Negara  mengandung 2 (dua)  ar t i  ya i t u  :  

1.  Menunjuk  kepada  n i l a i  yang  harus  di l i n dung i  o leh  

hukum,  dan 

- Hal  i khwa l  yang  di t imbu l kan  atau  menuru t  na la r  

dapat  d iha rapkan  akan  t imbu l  dengan  ke lua rnya  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  ;  

- Ada  te rdapa tnya  d i l i h a t  dar i  adanya  hubungan  

anta ra  orang  yang  bersangku tan  disa tu  pihak  dengan  

keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  bersangku tan  di l a i n  

pihak  ;
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- Dalam  konkre tnya  adanya  suatu  kepent i ngan  

di t en tukan  oleh  fak to r - fak to r  yang  ada  ka i t annya  

dengan  orangnya  dan  di l a i n  p ihak  o leh  fak to r - fak to r  

yang  ada  ka i t annya  dengan  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  bersangku tan  ;  

- Kepent i ngan  da lam  ka i t annya  dengan  orangnya  

(yang  berhak  menggugat )  ada  te rdapa t  apabi l a  

kepent i ngan  i t u  ada  hubungannya  dengan  Penggugat  

send i r i ,  kepent i ngan  i t u  bers i f a t  pr ibad i ,  

kepent i ngan  i t u  harus  bers i f a t  langsung  dan  

kepent i ngan  i t u  secara  obyek t i f  dapat  d i ten tukan  

baik  mengenai  luas  maupun  in tens i t a snya ,  sedangkan  

kepent i ngan  dalam hubungannya  dengan  keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  bersangku tan  ada  te rsed ianya  

apab i l a  Penggugat  dapat  menunjukkan  bahwa keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  merug ikan  Penggugat  

secara  langsung  ;  

2. Kepent i ngan  proses ,  ar t i n ya  apa  hendak  d icapa i  

dengan  melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  

bersangku tan  ;

- Kepent i ngan  dalam ar t i  apa  yang  hendak  d icapa i  

dengan  melakukan  suatu  proses  gugatan  yang  

bersangku tan  ada  te rdapa t  apab i l a  Penggugat  dapat  

menunjukka  tu j uan  Penggugat ,  adag ium hukumnya ada lah  

"Po in t  d ' i n t e r es t - Poin t  d 'ac t i on "  yang  berar t i  b i l a  

ada  kepent i ngan  maka  d is i t u  baru  boleh  

berp roses /menga jukan  

gugatan  ;  

Bahwa  Pro f .D r .Ph i l l i p u s .M .Ha j j on ,  SH dalam  bukunya  

"Penganta r  Hukum Admin is t r a s i  Indones ia "  Penerb i t  

Gajah  Mada Univers i t y  Press  Yogyakar ta ,  Tahun  1995  

cetakan  ke- empat  ha laman  324  berpendapat  Penggugat  

(seseorang  atau  badan  hukum  perda ta )  mempunyai  

kepent i ngan  menggugat  (hak  gugat )  apab i l a  ada  

hubungan  kausa l  langsung  anta ra  keputusan  Tata  Usaha  

Negara  yang  d iguga t  dengan  kerug iannya  atau  

kepent i ngannya  ;
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Per iha l  kwi l i t a s  (Kepent i ngan )  merupakan  sa lah  satu  

azas  pokok  yang  ber laku  umum unive rsa l  da lam  hukum 

acara ,  yang  menimbulkan  hak  bag i  seseorang  

mengajukan  gugatan .  Azas  kepent i ngan  te rsebu t  

te rkena l  dengan  adag ium  “ t i a da  kepent i ngan  t i ada  

gugatan  yang  bera r t i  b i l a  t i dak  ada  kepent i ngan  

( i n t e r es t )  yang  layak  menuru t  hukum  t i dak  boleh  

mengajukan  gugatan  sesua i  dengan  azas  “Po in t  

d ’ i n t e r es t p - Poin t  d ’ac t i o n  atau  No  In te res t  No 

act i on ”  ;   

Bahwa,  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  37  angka  (1)  PP 

No.24  Tahun  1997  jo  Pasa l  94  ayat  ( I )  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  BPN No.3  Tahun  1997  

di t egaskan  "Pera l i h an  hak  atas  tanah  dan  hak  mi l i k  

atas  satuan  rumah  susun  mela lu i  jua l  be l i ,  tukar  

menukar ,  h ibah ,  pemasukan  data  perusahaan  dan  

perbua tan  hukum  pemindahan  hak  la i nnya ,  kecua l i  

pemindahan  hak  mela lu i  le l ang  hanya  dapat  

d ida f t a r kan  j i k a  dibuk t i k an  dengan  akta  yang  dibua t  

o leh  PPAT yang  berwenang  menuru t  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  :  

Keten tuan  Pasal  103  ayat  (3 )  huru f  (d ,  e,  f )  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  BPN No.3  

Tahun  1997  pada  pokoknya  menyatakan  dalam  hal  

pemindahan  hak  atas  tanah  yang  belum te rda f t a r ,  agar  

di l engkap i  dengan  akta  PPAT ten tang  perbua tan  hukum 

pemindahan  hak  yang  bersangku tan  dan bukt i  iden t i t a s  

pihak  yang  mengal i hkan  hak  dan pener ima  hak  ;

Bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

fak ta  hukum te rungkap  :  

a. Bahwa Penggugat  t i dak  menguasa i  f i s i k  tanah  

obyek  gugatan  ;  

b. Bahwa subyek  dalam SPH secara  inp l i s i t  t i dak  

menunjukkan  bukt i  kepemi l i k an  dar i  Penggugat ,  

mela inkan  atas  nama PT USAHA TARUNA MAJU ;  

c . Bahwa Sura t  Pernya taan  Pelepasan  Hak  ada lah  

untuk  dan  atas  nama  PT.USAHA  TARUNA  MAJU,  
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sedangkan  pos is i  Penggugat  saat  i t u  hanya  

ber t i ndak  se laku  untuk  dan  atas  nama  PT.USAHA 

TARUNA MAJU ;

Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  dia tas  je l as  

te rbuk t i  Penggugat  t i dak  menguasa i  f i s i k  tanah  obyek  

gugatan  dan  t i dak  dapat  menunjukkan  ser ta  

membukt i kan  dasar  alas  hak  kepemi l i k an  sebaga imana  

dia tu r  da lam keten tuan  Pasal  37  angka  (1 )  PP No.24  

Tahun  1997  jo  Pasa l  94 ayat  (1 ) ,  Pasal  103 ayat  (3 )  

huru f  (d ,  e,  f )  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  BPN No.3  Tahun 1997 ;

Bahwa dika renakan  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  

dasar  a las  hak  kepemi l i k an  sebaga imana  dia tu r  da lam 

keten tuan  te rsebu t  d ia tas  seh ingga  dapat  member ikan  

keyak inan  Maje l i s  Hakim  bahwa  hubungan  kausa l  

langsung  anta ra  keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  

ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  in  l i t i s  yang  diguga t  (obyek  

sengketa )  dengan  kerug ian  /  kepent i ngan  Penggugat  

je l as  t i dak  te rbuk t i ,  yang  berak iba t  hukum  unsur  

kepent i ngan  Penggugat  sebaga i  persyara tan  fo rmi l  

untuk  mengajukan  gugatan  d i  Pengad i l an  Neger i  

Cib inong  t i dak  te rpenuh i ,  dan  yang  oleh  karenanya  

gugatan  dimaksud  untuk  dinya takan  t i dak  di te r ima  

(N ie t  Onvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

3. TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK  JELAS  (OBSCUUR 

LIBELE)  :

Ber t i t i k  to lak  dar i  keten tuan  Pasa l  118 Ayat  (1 ) ,  Pasa l  

121  HIR,  t i dak  te rdapa t  penegasan  merumuskan  gugatan  

secara  je l as  dan  te rang .  Namun demik ian  YAHYA HARAHAP,  

SH menyatakan  bahwa  dian ta ranya  hal - ha l  yang  harus  

dipe rha t i k an  dalam  merumuskan  gugatan  seh ingga  t i dak  

obscuur  l i be l e  ada lah  :  

» Tidak  dibenarkan  mencampuradukkan  wanpres tas i  dengan  

perbua tan  melawan hukum (PMH) dalam gugatan  ;

» Dianggap  ke l i r u  merumuskan  dal i l  PMH da lam  gugatan  

j i ka  yang  te r j ad i  in  concre to  secara  rea l i t i s  ada lah  

wanpres tas i  ;
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» Atau  t i dak  tepa t  j i ka  gugatan  mendal i l k an  wanpres tas i  

sedangkan  per i s t i wa  hukum  yang  te r j ad i  secara  

objek t i f  ada lah  PMH ;  

» Akan  te tap i  d imungk inkan  menggabungkan  atau  

mengakumulas i kan  keduanya  dalam satu  gugatan ,  dengan  

syara t  harus  tegas  pemisahannya  ;  

Bahwa Yur i sp rudens i  Mahkamah Agung  Republ i k  Indones ia  

No.879  K/Pdt /1985  "Penggabungan  Perbua tan  Melawan Hukum 

(PMH)  dengan  Wanpres tas i  da lam satu  gugatan ,  melanggar  

ta ta  te r t i b  beracara  atas  alasan  keduanya  harus  

dise lesa i kan  te rsend i r i "  ;  

Bahwa,  dengan  berdasarkan  pada  alasan- a lasan  te rsebu t  

d ia tas  menjad i  t i dak  benar  da l i l  gugatan  Penggugat  

po in t  19,  karena  te rbuk t i  gugatan  Penggugat  yang  

mencampur  adukkan  anta ra  PMH dengan  Wanpres tas i  da lam 

satu  gugatan  yang  t i dak  secara  tegas  memisahkan  unsur  

ke- duanya  dapat  d ik l as i f i k a s i k an  sebaga i  gugatan  

obscuur  l i be l e  dan  berdasarkan  Yur i sp rudens i  MARl  

No.879  K/Pdt / 1985  te l ah  melanggar  ta ta  te r t i b  

beracara  ;

4.  TENTANG GUGATAN ERROR IN  OBJECTO :

Bahwa,  da l i l  pet i t um  gugatan  Penggugat  da lam  pokok  

perkara  po in t  4  menyatakan  Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  SHGB 

No.595,  No.596,  No.597 ,  No.598 ,  No.599,  No.10  

kesemuanya  atas  nama Tergugat  I l ,  cacat  hukum dan t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukurn  ada lah  t i dak  benar  dan  t i dak  

berdasarkan  hukum,  karena  fak ta  hukum berdasarkan  data  

yang  ada  pada  Turu t  Tergugat  dapat  d i j e l a skan  sebaga i  

ber i ku t  :  

a. Terhadap  SHGB No.4  /  Desa  Waru  sebag ian  te lah  

dip i sah - pisah  /  d isp l i t  menjad i  ± 588 SHGB ;

b. SHGB No.598  /  Desa Waru sebag ian  te l ah  dip i sah -

pisah  /  d ipecah- pecah  menjad i  3 SHGB ;

c. SHGB No.599  /  Desa Waru sebag ian  te l ah  dip i sah -

pisah  /  d ipecah- pecah  menjad i  11  SHGB ;

d. SHGB No.10  /  Desa  Waru  sebag ian  te l ah  dip i sah -

pisah  /  d ipecah- pecah  menjad i  12 SHGB ;
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Bahwa  demik ian  pula  te rhadap  dal i l  pos i t a  Penggugat  

da lam gugatan  ha laman  2,  10  mengenai  batas - batas  tanah  

se luas  ± 45 Ha sebaga i  ber i ku t  :  

Utara : JI .  Gunung  Sindur ,  KP4 (Koperas i  Pedagang  

Pasar  Parung) ,  Tanah  Kav l i ng ,  Tanah  

Masyaraka t  ;

Timur : Tanah  Bapak  Endang  Suganda,  Tanah 

Masyaraka t  ;

Sela tan : Tanah Masyaraka t  ;

Bara t : SMP  Neger i  Parung,  Tanah  Kavl i ng  

Srengseng,  Tanah Masyaraka t  ;   

Bahwa keadaan  batas - batas  tanah  sebenarnya  berdasarkan  

fak ta  lapangan  te rhadap  tanah  obyek  sengketa  ada lah  

sebaga i  ber i ku t  :  

Utara : JI .  Desa  (sedangkan  keberadaan  JI .  Gunung 

Sindur  le taknya  agak  jauh  dan  disebe lah  Utara  

dar i  tanah  obyek  sengketa ,  tanah  mi l i k  

masyaraka t ,  dan  lokas i  KP4 (Koperas i  Pedagang  

Pasar  Parung)  le t aknya  bukan  sebe lah  uta ra  

obyek  sengketa  mela inkan  sebe lah  Timur  lokas i  

tanah  obyek  sengketa  ;

Timur : KP4  (Koperas i  Pedagang  Pasar  Parung)  

sedangkan  tanah  mi l i k  Endang  Suganda  te rmasuk  

keda lam HGR No.599/Waru  ;  

Sela tan : Tanah mi l i k  PT.UTM sudah  berser t i f i k a t  ;

Bara t : Tanah mi l i k  PT.UTM sudah  berser t i f i k a t  ;

Bahwa,  berdasarkan  fak ta  hukum  dan  fak ta  lapangan  

te rsebu t  d ia tas ,  te l ah  nyata - nyata  dal i l  pet i t um  

gugatan  Penggugat  d imaksud  te lah  sa lah  obyek ,  ha l  mana 

Penggugat  te l ah  sa lah  menunjuk  obyek  dan  subyek  

sebenarnya ,  yang  mana  te rhadap  subyek /pe rson  dar i  

ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  has i l  pemecahan  meleka t  hak  

keperda taan  yang  t i dak  bisa  dengan  

semena- mena  untuk  dinya takan  cacat  hukum  dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum ;

Bahwa,  dika renakan  dal i l  gugatan  Penggugat  dimaksud  

er ro r  in  ob jec to  maka sudah  sepatu tnya  gugatan  te rsebu t  
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patu t  untuk  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd )  . .  

1. TENTANG GUGATAN DALUWARSA 

Bahwa,  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  32  angka  (2 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.21  Tahun 1997 menegaskan  "Da lam 

hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  d i t e rb i t k an  

ser t i f i k a t  secara  sah  atas  nama orang  atau  badan  hukum 

yang  mempero leh  tanah  te rsebu t  dengan  i t i k ad  baik  dan  

secara  nyata  rnenguasa inya ;  maka p ihak  la i n  yang  merasa  

mempunyai  hak  atas  tanah  i t u  t i dak  dapat  lag i  menuntu t  

pe laksanaan  hak  te rsebu t  da lam  waktu  5  ( l ima )  tahun  

se jak  di te rb i t k annya  ser t i f i k a t  i t u  t i dak  mengajukan  

kebera tan  secara  te r t u l i s  kepada  pemegang  ser t i f i k a t  

dan  Kepala  Kanto r  Per tahanan  yang  bersangku tan  ataupun  

t i dak  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  mengenai  

penguasaan  tanah  atau  penerb i t an  ser t i f i k a t n ya  ;

Bahwa sedangkan  te rhadap  Ser t i f i k a t  Hak  Guna Bangunan  

No.59S,  No.596,  No.597,  No.598 .  No.599 ,  Desa  Waru 

di te rb i t k an  pada  tangga l  12  Ju l i  1997,  SHGB 010  s isa  

Desa Waru d i t e rb i t k an  pada tangga l  13 Januar i  1999 ;

Sehingga  dengan  mempedomani  keten tuan  Pasa l  32  angka  

(2 )  Pera tu ran  Pemer in tah  No.24  Tahun  1997  gugatan  

Penggugat  yang  dia j ukan  di  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  

yang  te rca ta t  pada  reg i s t e r  perkara  

No.26 /Pd t .G /28 /PN.Cbn  pada  18  Februar i  2008,  te l ah  

melewat i  masa tenggang  waktu  untuk  mengajukan  gugatan  ;

Karena  gugatan  aquo  te lah  melewat i  masa tenggang  waktu  

dalam  mengajukan  gugatan  sudah  sepatu tnya  gugatan  

dimaksud  untuk  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

2.  TENTANG GUGATAN KEKURANGAN PIHAK :

Bahwa,  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  pada  jawaban  bag ian  

Ekseps i  po in t  6 ten tang  Gugatan  Erro r  in  ob jec to  d ia tas  

te rhadap  SHGB No.4 /Desa  Waru,  dan SHGB No.599/Desa  Waru 

sebag ian  te l ah  dip i sah - pisah /d i pecah- pecah  menjad i  

beberapa  ser t i f i k a t ,  ha l  te rsebu tpun  te l ah  d ike tahu i  

o leh  Penggugat  sebaga imana  dal i l n ya  yang  menyatakan  
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Penggugat  te l ah  menyel i d i k i  dokumen- dokumen  te rsebu t  

Kanto r  Per tahanan  Kabupaten  Bogor ,  namun te rnya ta  dalam 

gugatan  a  quo  Penggugat  t i dak  menar i k  p ihak - pihak  

pemegang  hak  pecahan  dar i  SHGB No.4  dan  No.599/Desa  

Waru  yang  fak tanya  te l ah  mengetahu i  ten tang  keberadaan  

dar i  ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  te rsebu t  ;

Bahwa  demik ian  pula  dengan  dal i l  gugatan  Penggugat  

po in t  I I  menyatakan  "Bahwa  atas  permohonan  te rsebu t ,  

d ise tu j u i  o leh  Kanwi l  Bandung  (maksudnya  Kepala  Kanto r  

Wilayah  Badan  Per tahanan  Nasiona l  Prov ins i  Jawa Bara t )  

dengan  Sura t  Keputusan  No.514/HGB/Kw  tangga l  30  Ju l i  

1996,  dengan  syara t  dokumen- dokumen  yang  d ipe r l u kan  

untuk  menerb i t kan  ser t i f i k a t  seper t i  Sura t  Pelepasan  

Hak,  Akta  Jua l  Bel i  harus  d i t a r i k  o leh  BPN Kabupaten  

Bogor  da lam proses  penga juan  ser t i f i k a t  untuk  kemudian  

dia jukan  warkah  permohonan" .  Bahwa demik ian  pula  fak ta  

hukum yang  sebenarnya  penerb i t an  ser t i f i k a t - ser t i f i k a t  

in  l i t i s  ada lah  sebaga i  t i ndak  lan ju t  pe laksanaan  Sura t  

Keputusan  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan  Per tahanan  

Nasiona l  Prov ins i  Jawa Bara t  ten tang  Pember ian  Hak Guna 

Bangunan atas  nama PT.USAHA TARUNA MAJU ;

Bahwa,  se laku  demik ian  suatu  keharusan  bag i  para  

pemegang hak  baru  asa l  pecahan/pemisahan  dar i  SHGB No.4  

dan  No.598,  No.599 ,  dan  No.10  Desa  Waru  dan  Kanto r  

Wilayah  Badan  Per tahanan  Nasiona l  Prov ins i  Jawa  Bara t  

d i ta r i k  sebaga i  par t i j  da lam perkara  a  quo,  sedangkan  

menuru t  s i f a t nya  suatu  perkara  hanya  mempunya i  daya  

mengika t  te rhadap  pihak - pihak  yang  berperka ra  sa ja ,  

o leh  i t u  dengan  t i dak  di ta r i k nya  pihak - p ihak  la i n  yang  

fak tanya  meleka t  hak  keperda taan  atas  ser t i f i k a t  in  

l i t i s  bagi  pemegang  hak  asa l  pemisahan  dar i  SHGB No.4  

dan  No.598,  No.599 ,  dan  No.10 /Desa  Waru  sebaga i  

p ihak /pa r t i j  da lam  perkara  a  quo  menyebabkan  te rhadap  

pihak- pihak  te rsebu t  t i dak  waj ib  untuk  tunduk  dan patuh  

pada putusan  dimaksud  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

I , I I  te l ah  menyangkut  da l i l  gugatan  Penggugat  dan  
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seba l i k nya  mengajukan  gugatan  bal i k  (Rekonpens i )  yang  

pada pokoknya  atas  dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa ha l - ha l  yang  te l ah  dikemukakan  Dalam Konpens i  

d i  atas ,  mohon agar  dimasukkan  pula  da lam dan  merupakan  

satu  kesa tuan  dan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

Gugatan  Rekonvens i  in i .  

Bahwa  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l - da l i l  Gugatan  

lama  dan  Gugatan  baru  Tergugat  Rekonpens i /  Penggugat  

Konpens i ,  kecua l i  yang  d iaku i  secara  tegas  oleh  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i   ;

A.1 . TERGUGAT REKONPENSI  /  PENGGUGAT KONPENSI  TELAH 

MELAKUKAN PERBUATAN  MELAWAN HUKUM TERHADAP  PARA 

PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI :

1. Bahwa  keten tuan  da lam  Pasa l  1365  KUHPerdata  

menyatakan  :  

"T iap  perbua tan  yang  melanggar  hukum yang  membawa 

kerug ian  kepada  orang  la i n ,  mewaj ibkan  orang  yang  

menimbulkan  kerug ian  i t u  karena  kesa lahannya  untuk  

menggant i  kerug ian  te rsebu t "  ;

2. Bahwa dengan  mengkai t kan  Pasal  1365  KUHPerdata  

dengan  putusan  perkara  Lindenbaum- Cohen  (Ar res t  

1919) ,  dapat  di l i h a t  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  

dika takan  mempunyai  s i fa t  melawan hukum apabi l a  :

a. Ber ten tangan  dengan  kewaj i ban  hukum  s i  

pe laku  ;

b. Melanggar  hak  subyekt i f  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  ;

c . Melanggar  ka idah  ta ta  sus i l a  ;

d. Melanggar  kepatu tan ,  kete l i t i a n  dan  s ikap  

hat i - hat i  yang  seharusnya  d imi l i k i  o leh  seseorang  

dalam pergau lan  dengan sesama warga  masyaraka t  ;

3. Bahwa  dengan  adanya  gugatan  Konpens i  aquo  

dihubungkan  dengan  Gugatan  Rekonvens i  aquo,  

Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  te lah  

melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  berdasarkan  

keten tuan  Pasal  1365  KUHPerdata  te rhadap  Para  
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Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat   Konpens i ,  ya i t u  

:  

a. Mengkla im  dan menyatakan  bahwa se lu ruh  dana-

dana  (uang- uang)  yang  dipe rgunakan  untuk  

pembayaran  atas  pembebasan  tanah  untuk  

pembangunan  Proyek  Perumahan  Metro  Parung  Bogor  

berasa l  Himpal  Robin  Marpaung  (suami  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i )  ;

Fakta  yang  sebenarnya  ada lah ,  se lu ruh  dana- dana  

(uang- uang)  yang  dipe rgunakan  o leh  Himpal  Robin  

Marpaung  (suami  Tergugat  Rekonpens i /  Penggugat  

Konpens i )  da lam  melakukan  pembebasan  tanah  di  

lokas i  Parung  Bogor  te rsebu t  se lu ruhnya  ada lah  

mi l i k  dan  berasa l  dar i  Penggugat  I I  

Rekonpens i /Te rguga t  I I  Konpens i  yang  d ise rahkan  

oleh  Penggugat  I  Rekonpens i /Te rguga t  I  Konpens i  

yang  pada  saat  i t u  berkedudukan  sebaga i  Di rek tu r  

Utama  Penggugat  I I  Rekonpens i /Te rguga t  I I  

Konpens i  kepada  Himpal  Robin  Marpaung  (suami  

Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i )  se laku  

Peran ta ra  (Broke r )  Penggugat  I I  Rekonpens i /  

Tergugat  I I  Konpens i  untuk  dibayarkan  kepada  para  

pemi l i k  tanah  asa l  dengan cara  ber tahap  ;

b. " Mengaku- ngaku"  bahwa  Himpal  Robin  Marpaung  

(suami  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpensi )  

sebaga i  pemi l i k  tanah  di  lokas i  Parung  Bogor  dan  

Penggugat  I  Rekonpens i /Te rguga t  I  Konpens i  yang  

melakukan  pengurusan  tanah  ;

Fakta  yang  sebenamya  ada lah ,  Himpal  Robin  

Marpaung  (suami  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i )  hanya lah  ber t i ndak  sebaga i  Peran ta ra  

(Broker )  untuk  kepent i ngan  Penggugat  I I  

Rekonpens i /Te rguga t  I I  Konpens i ,  sebaga imana  

dinya takan  da lam  Sura t  Kuasa  te r t angga l  5 

Februar i  1995  dar i  Penggugat  I I  

Rekonpens i /Te rguga t  I I  Konpens i  kepada  Himpal  

Robin  Marpaung  (suami  Terguga t  
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Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i ) .  Himpal  Robin  

Marpaung  (suami  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i )  sama  ka l i  t i dak  memi l i k i /mempunya i  

"sa tu  jengka l  tanah  pun"  di  Desa Waru,  Kecamatan  

Parung,  Kabupaten  Bogor  i t u ,  karena  kese lu ruhan  

tanah  dimaksud  ada lah  mi l i k  dan  atas  nama 

Penggugat  I I  Rekonpens i /Te rguga t  I I  Konpens i  

sepenuhnya  ;

c. Menguasa i ,  peny impan,  menggelapkan  dan 

menyembuny ikan  secara  tanpa  hak  dan melawan hukum 

ser ta  menyalahgunakan  sebag ian  dokumen- dokumen 

tanah  berupa  beberapa  SPH yang  se lu ruhnya  mi l i k  

Penggugat  I I  Rekonpens i /Te rguga t  I I  Konpens i  dar i  

permi l i k  tanah  asa l  kepada  Penggugat  I I  

Rekonpens i /  Tergugat  I I  Konpens i  dan  konsep  Akta  

Jua l  Bel i  yang  t i dak  jad i  bata l  te rpaka i  karena  

di to l ak  oleh  Para  Penggugat  I I  Rekonpens i /  Para  

Tergugat  I I  Konpens i  yang  seharusnya  d ise rahkan  

dan  dikembal i kan  oleh  Himpal  Robin  Marpaung  

(suami  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i )  

kepada  Penggugat  I I  Rekonpens i /Te rguga t  I I  

Konpens i ,  akan  te tap i  fak tanya  sampai  dengan  saat  

in i  Himpal  Robin  Marpaung  (suami  Terguga t  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i )  be lum 

mengembal i kan  dokumen- dokumen.  Bahkan  saat  in i  

jus t r u  disa lahgunakan  oleh  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  yang  mengarah  pada  

mot i f  pemerasan  te rhadap  Para  Penggugat  I I  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  I I  Konpens i  ;  

d. Dengan senga ja  secara  tanpa  hak  dan melawan hukum 

menyia rkan  ber i t a / k aba r  bohong  kepada  kha layak  

umum  mengena i  perbua tan  Para  Penggugat  I I  

Rekonpens i /Pa ra  Terguga t  I I  Konpens i  yang  is i n ya  

sama  seka l i  t i dak  benar ,  bers i f a t  f i t n ah  dan  

cenderung  sangat  mendisk red i t k an  dan  te l ah  

melakukan  pengh inaan /pencemaran  nama 

baik /pe rbua tan  t i dak  menyenangkan  te rhadap  Para  
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Penggugat  I I  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  I I  Konpens i  

ke  media  massa  cetak ,  d i  mana "seo lah - olah"  Para  

Penggugat  I I  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  I I  Konpens i  

te l ah  melakukan  t i ndak  pidana  atas  proses  

pembebasan  tanah  di  Parung  Bogor  ;  

Faktanya  yang  sebenarnya  te r j ad i  ada lah ,  bahwa 

laporan /  pengaduan  dugaan  t i ndak  p idana  kepada  

pihak  kepo l i s i a n  yang  dia jukan  oleh  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  te rhadap  Para  

Penggugat  I I  Rekonpens i /  Para  Tergugat  I I  

Konpens i  sama seka l i  t i dak  benar ,  t i dak  berdasar ,  

t i dak  te rbuk t i ,  dan  sangat  mendisk red i t k an  dan  

menjurus  kepada  pengh inaan /pencemaran  nama 

baik /pe rbua tan  t i dak  menyenangkan  te rhadap  ser ta  

te l ah  melanggar  hak- hak  subyek t i f  dar i  Para  

Penggugat  Rekonpens i /  Para  Tergugat  Konpens i ,  

khususnya  Penggugat  I  Rekonpens i /  Terguga t  I  

Konpens i ,  ya i t u  sebaga imana  fak ta - fak ta  di  bawah 

in i  ;

( i ) . Berdasarkan  Sura t  No.  SPPP/09  

B/V/2007 /Resk r im  te r t angga l  31  Mei  2007,  

per i ha l  Pember i t ahuan  Penghent i an  Peny id i kan ,  

dar i  Kepala  Kepol i s i a n  Wi layah  Bogor  se laku  

Peny id i k  kepada  Kepala  Kejaksaan  Neger i  

Cib inong ,  d inya takan  bahwa  te rh i t u ng  se jak  

tangga l  31  Mei  2007,  peny id i kan  dihen t i k an  

karena  perkara  te rsebu t  "bukan  merupakan  

t i ndak  pidana"  ber i ku t  Sura t  Kete tapan  

No.Po l . :  S.Tap/09- A/V/2007 /Resk r im  te r t angga l  

31  Mei  2007  ten tang  Penghent i an  Peny id i kan  

t i ndak  pidana  atas  nama  Penggugat  I  

Rekonpens i /Te rguga t  I  Konpens i ,  berdasarkan  LP 

No.70  karena  "per i s t i wa  te rsebu t  bukan  

merupakan  t i ndak  pidana"  ;

( i i ) .  Berdasarkan  Sura t  No.B/56 .C / I / 2 008 /D i t - I  

te r t angga l  7  Januar i  2008,  per i ha l  

Pember i t ahuan  Penghent i an  Peny id i kan ,  dar i  
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Direk tu r  I /Keamanan  &  Trans  Nasiona l  Badan  

Reserse  Kr im ina l  Pol r i  kepada  Kepala  Kejaksaan  

Tingg i  Jawa Bara t ,  d inya takan  bahwa te rh i t u ng  

se jak  tangga l  7 Januar i  2008 Peny id i kan  Tindak  

Pidana  yang  diduga  di l akukan  o leh  Penggugat  I  

Rekonpens i /Te rguga t  I  Konpens i  d ihen t i k an  

karena  " t i dak  cukup  bukt i " ,  ber i ku t  Sura t  

Kete tapan  No  Pol :  STAP/56.A / I / 2008 /D i t - I  

te r t angga l  7  Januar i  2008  ten tang  Penghent i an  

Peny id i kan  t i ndak  p idana  atas  nama Penggugat  I  

Rekonpens i /Te rguga t  I  Konpens i ,  berdasarkan  LP 

No.120  yang  memutuskan  dan  menetapkan  untuk  

menghent i kan  Peny id i kan  Tindak  Pidana  

te rh i t ung  se jak  tangga l  7 Januar i  2008,  karena  

" t i dak  cukup  bukt i "  ;

e. Secara  dengan  senga ja ,  tanpa  hak  dan  melawan  

hukum menyiarkan  ber i t a / kaba r  bohong mengenai  Para  

Penggugat  I  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  I  Konpens i  

kepada  kha layak  ramai  untuk  dike tahu i  umum yang  

is i nya  sama seka l i  t i dak  benar  dan bers i f a t  f i t nah  

ser ta  mendisk red i t k an  Para  Penggugat  I  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  I  Konpens i  yang dimuat  di  

dalam  pember i t aan - pember i t aan  di  Har ian  Media  

Indones ia  yang ber judu l  :  

( i ) . "Mantan  Wakapolwi l  Negosias i  Dengan 

Tersangka- Propam Diminta  Bert i ndak"  ;  

(Har i an  Media  Indones ia .  ed is i  tangga l  24 

Oklober  2007.  ha laman 3)  ;

( i i ) . Uang  Suap  Rp.300.000 .000 . -  ( t i ga  ra tus  

ju ta  rup iah )  ke  Propam  Pol r i - In te l  Per i ksa  

Saks i  Kunc i "  ;

(Har i an  Media  Indones ia .  ed is i  tangga l  30 

Oktober  2007.  ha laman 4) .  

( i i i ) .  "Kad iv  Propam Pol r i  Segera  Diper i k sa "  ;  

(Har i an  Media  Indones ia .  ed is i  langga l  31 

Oktober  2007,  ha laman 1)  ;

Atas  pember i t aan - pember i t aan  te rsebu t  d i  atas ,  
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maka,  Para  Penggugat  I  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  I  Konpens i  te lah  menyatakan  Kebera tan  

dan  Koreks i  atas  Is i  Pember i t aan  di  Har ian  

Media  Indones ia  kepada  Pemimpin  Redaks i  Har ian  

Media  Indones ia  dimaksud  mela lu i  Sura t  No.  Ref  

1230/LSM/ IP /X I / 2007  te r t angga i  2  Novemher  

2007,  per iha l  kebera tan  dan  Koreks i  Atas  Is i  

Pember i t aan  di  Har ian  Media  Indones ia  

Ter tangga l  24,  30 dan 31 Oktober  2007 ;

4. Bahwa perbua tan  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i  sebaga imana  diu ra i kan  pada  angka  3  di  

atas ,  te rbuk t i  secara  hukum te lah  melanggar  hak- hak  

subyek t i f  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Terguga t  

Konpens i  dengan  tu j uan  yakn i  hendak  melakukan  

pembunuhan  karak te r  (charac te r  assass ina t i on )  

te rhadap  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  dengan  membangun  suatu  opin i  pada  

masyaraka t  (op in i  pub l i k )  guna  merusak  nama ba ik ,  

kehormatan  dan  kred ib i l i t a s  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  d i  tengah- tengah  

masyaraka t  umum/ luas ,  seh ingga  perbua tan  dan  

t i ndakan  yang  di l akukan  Terguga t  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  te rsebu t  sebaga imana  

diu ra i kan  di  atas  dapat  d ikua l i f i k a s i k an  sebaga i  

Perbuatan  Melawan  Hukum  (Onrech tmat i ge  Daad)  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1365 KUHPerdata  ;

5. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  mohon  k i ranya  agar  Maje l i s  Hakim  yang  

te rho rmat  berkenan  untuk  mener ima  dan  mengabulkan  

dal i l - da l i l  da lam  Gugatan  Bal i k  (Rekonvens i )  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

te rsebu t  d i  atas  se lu ruhnya  ser ta  se lan ju t nya  

menyatakan  bahwa  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i  te l ah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum 

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1365  KUHPerdata  

te rhadap  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  ;
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A.2 .  TUNTUTAN GANTI  KERUGIAN YANG DIDERITA  OLEH PARA 

PENGGUGAT  REKONPENSI/PARA  TERGUGAT  KONPENSI  ATAS 

PERBUATAN  MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN  TERGUGAT 

REKONPENSI/PENGGUGAT KONVENSI ;

1. Bahwa Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  te l ah  mengalami  kerug ian  baik  mater i i l  

maupun  immater i i l  atas  adanya  Perbuatan  Melawan  

Hukum  berdasarkan  Pasa l  1365  KUHPerdata  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i ,  ya i t u  :  

a. Kerug ian  yang  t imbu l  karena  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Terguga t  Konpens i  te rpaksa  harus  

mengeluarkan  dan  mengorbankan  pik i r an ,  tenaga ,  

waktu  dan  dana/uang  yang  t i dak  sed ik i t  untuk  

pengurusan  menghadap i  gugatan  aquo  dar i  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  maupun  adanya  

laporan /  pengaduan  pol i s i  ser ta  adanya  

pember i t aan - pember i t aan  yang  di l akukan  secara  

beru lang - u lang  menyia rkan  kabar /  ber i t a  bohong  

untuk  dike tahu i  kha layak  umum/masyaraka t  luas  di  

media  massa ;

b. Kerug ian  atau  b iaya  yang  te lah  dike lua rkan  

oleh  Para  Penggugat  Konpens i /  Para  Tergugat  

Konpens i  guna  menghadap i  tun tu tan - tun tu tan  hukum 

yang  te l ah  di l akukan  secara  beru langka l i  dan  

te rus - menerus  oleh  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i ,  ba ik  secara  p idana  maupun perda ta  ;

c . Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  t i dak  dapat  menja lankan  usahanya  

sebaga imana  mest inya  dan  keg ia tan  usaha  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

menjad i  te rhambat  ;

d Akiba t  se lan ju t nya  atas  kerug ian  yang  harus  

dide r i t a  oleh  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  adalah ,  karena  adanya  tun tu tan -

tun tu tan  hukum baik  p idana  maupun  perda ta  yang  

sangat  t i dak  berdasar  dar i  Terguga t  
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Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  atas  tanah  sengke ta  

aquo  mi l i k  Penggugat  Rekonpens i /  Tergugat  

Konpens i  se lu ruhnya ,  mengak iba tkan  tanah  sengketa  

dar i  s isa  tanah  se luas  284.684  m2 (dua  ra tus  

delapan  puluh  empat  r i bu  enam ra tus  delapan  puluh  

empat  meter  perseg i )  mi l i k  Penggugat  

Rekonpens i /Te rguga t  Konpens i  aquo  t i dak  dapat  

d imanfaa tkan ,  d iop t ima l kan ,  d ikembangkan  dan  

di tawarkan  atau  dipasarkan  kepada  pihak  ket i ga  

untuk  memenuhi  kebutuhan /  permin taan  masyaraka t  

umum  atas  kebutuhan  perumahan  sederhana  dan  

sangat  sederhana ,  seh ingga  atas  ni l a i  jua l  tanah  

dimaksud  semakin  menurun ,  t i dak  produk t i f  dan  

cenderung  sangat  merug ikan  Penggugat  

Rekonpens i /Te rguga t  Konpens i  secara  mater i i l  atas  

adanya  gugatan  aquo  yang  sangat  t i dak  berdasar  

dan mengada- ada te rsebu t  ;

2. Bahwa  ak iba t  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  

te lah  di l akukan  oleh  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i  te rhadap  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  te rsebu t  d i  atas ,  te l ah  

mengak iba t kan  kerug ian  ba ik  mater i i l  maupun 

immater i i l  bagi  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i ,  yang  se lu ruhnya  se jumlah  

Rp.70 .144 .539 .000  ( tu j uh  puluh  mi lya r  sera tus  empat  

pu luh  empat  ju ta  l ima  ra tus  t i ga  puluh  sembi Ian  

r i bu  rup iah ) ,  dengan  per inc i an  dan  bukt i - bukt i  

sebaga i  ber i ku t  :  

a. Kerug ian  Mater i i l  :  

Berdasarkan  per inc i an  dan bukt i - bukt i  perh i t ungan  

atas  No.  Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  Teru tang  Pajak  

Bumi  &  Bangunan  Tahun  2008  atas  tanah  mi l i k  

Penggugat  Rekonpens i /Te rguga t  Konpens i  dar i  s isa  

tanah  se luas  284.684  m2 (dua  ra tus  delapan  puluh  

empat  r i bu  enam ra tus  delapan  pu luh  empat  meter  

perseg i )  ;

No.  SPPT (NOP) Luas NJOP (Rp)  Jumlah
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(M2)  Per  M2 
32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 0 4

- 0002 . 0
107 .563 48 .000

5 .163 . 0 2 4 . 0

00
32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 0 3

- 0057 . 0
24 .309 36 .000 875 .124 . 0 0 0

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 0 5

- 0087 . 0
29 .799 48 .000

1 .430 . 3 5 2 . 0
00

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 0 5

- 0106 . 0
5 .404 48 .000 259 .392 . 0 0 0

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 1 2

- 0486 . 0
116 .957 103 .000

12 .046 . 5 7 1 .
000

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 1 2

- 0487 . 0
210 335 .000 70 .350 . 0 0 0

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 1 2

- 0487 . 0
823 .000 172 .830 . 0 0 0

32 .03 . 2 1 0 . 0 1 6 . 0 1 2

- 0493 . 0
1 .232 103 .000 126 .896 . 0 0 0

TOTAL
20 .144 . 5 3 9 .

000
(Terb i l a ng  :  dua puluh  mi lya r  sera tus  empat  pu luh  

empat  ju ta  l ima  ra tus  t i ga  puluh  sembi Ian  r i bu  

rup iah )  ;

Cata tan :

Biaya- biaya  te rsebu t  d i  atas  t i dak  te rmasuk  biaya  

yang  masih  akan  ber tambah  se i r i n g  dengan  

ber j a l annya  perkara  aquo,  te rmasuk  tambahan  biaya  

yang  dike lua r kan  untuk  pengurusan  atas  adanya  

gugatan  aquo ;

b. Kerug ian  Immater i i l :  

Atas  adanya  "Tuduhan/Tun tu tan "  dar i  dan  

perbua tan  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  

Konpens i  yang  dengan  senga ja ,  secara  tanpa  hak  

dan  melawan  hukum ser ta  secara  beru lang - u lang  

menyia rkan  kabar /be r i t a  bohong  untuk  dike tahu i  

kha layak  umum/masyaraka t  luas  yang  mengarah  

pada modus "Pemerasan"  dan perbuatan  "F i t nah " ,  

yang  te lah  mengak iba t kan  kerug ian  besar  bag i  

kepent i ngan  bisn i s  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  d i  ka langan  

dun ia  usaha  ya i t u  hi l angnya  sumber  

penghas i l an / pendapa tan  dar i  Penggugat  

Rekonpens i /Te rguga t  Konpens i  yang  kese lu ruhan  
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dampak  te rsebu t  d i  atas  berak iba t  h i l angnya  

kred ib i l i t a s  dan  kedudukan  sos ia l  dan  

te rganggunya  repu tas i  ser ta  nama  baik  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

se laku  pe laku  bisn i s  yang  apab i l a  diuku r  

dengan  ni l a i  uang  maka hi l angnya  kred ib i l i t a s  

dan  kedudukan  sos ia l  ser ta  te rganggunya  

repu tas i  Para  Penggugat  Rekonpens i /  Para  

Tergugat  Konpens i  te rsebu t  layak  untuk  

diha rga i  sebesar  Rp.50 .000 .000 .000  ( l ima  pu luh  

mi lya r  rup iah )  ;

3. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim 

yang  te rho rmat  agar  berkenan  untuk  mener ima  dan  

mengabulkan  tun tu tan  gant i  kerug ian  mater i a l  

dan  immater i a l  yang  dia jukan  oleh  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

demi  hukum se lu ruhnya  ;

A.3 . TUNTUTAN  TENTANG  PENGUMUMAN  PERMINTAAN  MAAF  DAN 

PEMBAYARAN KONPENSASI :

1. Bahwa  dalam  perkara  aquo  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Para  Tergugat  Konpens i  juga  mengalami  

kerug ian  mori l  akiba t  dar i  perbuatan  Tergugat  

Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  te rsebu t  karena  te lah  

menimbulkan  perseps i / image  negat i f  pada  khalayak  

umum/ramai  te rhadap  kred ib i l i t a s  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Para  Tergugat  Konpens i  selaku  pelaku  

usaha/b i sn i s  yang  ni l a i nya  t i dak  terh ingga ,  karenanya  

kerug ian  Para  Penggugat  Rekonpens i /Para  Tergugat  

Konpensi  secara  mori l  te rsebu t  sangat  sul i t  diukur  

dengan sejumlah  uang ;

2. Bahwa  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  sangat  bera lasan  untuk  menuntu t  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  agar  membuat  dan  

memuat  suatu  Pengumuman Permin taan  Maaf  kepada  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  d i  2 
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(dua)  sura t  kabar /ha r i an  nas iona l  (pag i  dan  sore )  

dengan  ukuran  1/4  (seperempat )  ha laman  se lama  3  

( t i ga )  har i  ker j a  ber tu ru t - tu ru t  dengan  redaks iona l  

sebaga i  ber i ku t  :  

"PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF" 

Yang ber tanda  tangan  di  hawah in i ,  kami  :  

Nama : Tyomin  NH.  Marpaung  (se laku  pr ibad i  dan  

alas  nama  suami  saya,  Himpal  Robin  

Marpaung)  ;

Alamat : Gudang  Pelu ru  Timur  IV ,  Blok  J  No.246  

Kebon Baru ,  Tebet ,  Jakar t a  Sela tan  ;

Mela lu i  Pengumuman  in i ,  saya,  Tyomin  NH.  

Marpaung,  se laku  pr ibad i  maupun  atas  nama  suami  

saya,  Himpal  Robin  Marpaung  dengan  in i  menyampaikan  

"Permin taan  Maaf"  kepada  pihak  PT.Usaha  Taruna  Maju  

sebaga i  Badan  Hukum dan  Bapak  Rober t  Maru l i  se laku  

pr ibad i  atas  sega la  perbua tan ,  s ikap  dan  t i ndakan  

saya,  Tyomin  NH.  Marpaung,  yang  se lama  in i  te l ah  

merug ikan ,  mendisk red i t k an  ser ta  

mencemarkan  nama baik  PT.Usaha  Taruna  Maju  sebaga i  

Badan Hukum dan Bapak  Rober t  Maru l i  se laku  pr ibad i  ;

Selan ju t nya ,  saya,  Tyomin  N H.  Marpaung  dengan  

in i  ber jan j i  dan  bersed ia  t i dak  akan  mengulang i  

perbua tan  te rsebu t  d i  atas ,  ser ta  t i dak  akan  

menuntu t  p ihak  PT.Usaha  Taruna  Maju  sebaga i  Badan 

Hukum dan  Bapak  Rober t  Maru l i  se laku  pr ibad i ,  ba ik  

secara  p idana  maupun  perda ta  dan  tun tu tan - tun tu tan  

hukum  la i nnya  yang  t i dak  berdasar ,  ba ik  sekarang  

maupun d i  kemudian  har i  ;

Demik ian  "Pengumuman Permin taan  Maaf '  in i  saya  

sampaikan ,  agar  d ike tahu i  o leh  masyaraka t  

luas /umum ;

Hormat  kami ,

Tyomin  N.H.Marpaung

3. Bahwa  apabi l a  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  

Konpensi  kelak  t i dak  berkenan  atau  ingkar  jan j i  atau  
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la la i  untuk  melaksanakan  is i  putusan  ten tang  

“Penguman Permin taan  Maaf”  dalam perkara  aquo sete lah  

lewat  tenggang  waktu  7 ( tu j uh )  har i  sejak  putusan  in i  

dapat  di l aksanakan,  k i ranya  sangat  bera lasan  hukum 

bagi  Para  Penggugat  Rekonpens i /Para  Tergugat  Konpens i  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rhormat  yang  

memeriksa  dan  mengadi l i  perkara  aquo  agar  berkenan  

menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpensi  

untuk  membayar  kepada  Para  Penggugat  Rekonpens i /Para  

Tergugat  Konpens i  uang  kompensas i  sebesar  

Rp.1.000 .000  (sa tu  ju ta  rup iah)  untuk  set iap  har i  

keter l ambatan  ;

A.4 . PERMOHONAN PELETAKAN SITA  JAMINAN (CONSERVATOIR 

BESLAG) :  

1. Bahwa  untuk  menjamin  kepas t i an  hukum  bag i  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  dan  

agar  gugatan  Rekonpens i  Para  Penggugat  Rekonpens i /  

Para  Terguga t  Konpens i  in i  yang  apab i l a  ke lak  

dikabu l kan  oleh  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  t i dak  

menjad i  hampa  ( i l l u s o i r )  dan  menginga t  Tergugat  

Rekonpens i /  Penggugat  Konpens i  kemungk inan  akan  

mengal i hkan  har ta  bendanya  kepada  pihak  ket i ga ,  

maka  k i ranya  cukup  bera lasan  menuru t  hukum  bagi  

Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

untuk  memohon kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  aquo  agar  

berkenan  k i ranya  mele takkan  Si ta  Jaminan  

(Conserva to i r  Bes lag)  te rhadap  har ta  benda  mi l i k  

Tergugat  Rekonpens i /  Penggugat  Konpens i  berupa  

barang  t i dak  bergerak ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- Sebidang  tanah  ber i ku t  bangunan  dan  sega la  

sesuatu  yang  berada  di  atasnya  yang  te r l e t a k  di  

Komplek  Gudang  Pelu ru ,  Blok  J/246  (RT.005 ,  

RW.003) ,  Kelurahan  Kebon  Baru ,  Kecamatan  Tebet ,  

Kotamadya  Jakar t a  Sela tan  mi l i k  dan  atas  nama 

Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  dan/a tau  

mi l i k  dan atas  nama Himpal  Robin  Marpaung  ;
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2. Bahwa  se lan ju t nya  atas  permohonan  pele takan  

Si ta  Jaminan  (Conserva to i r  Bes lag)  te r sebu t  d i  

atas ,  maka Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  mohon kepada  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat ,  

agar  berkenan  menyatakan  bahwa  Si ta  Jaminan  

(Conserva to i r  Bes lag)  yang  dimohonkan  oleh  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

d inya takan  sah dan berharga  ;

A.5 . TUNTUTAN PEMBAYARAN BIAYA  PERKARA YANG TlMBUL 

DALAM  

PEKARA AQUO :

1. Bahwa  berhubung  perkara  Gugatan  Bal i k  

(Rekonpens i )  aquo  in i  t imbu l  ak iba t  adanya  

Perbuatan  Melawan  Hukum  berdasarkan  Pasal  1365  

KUHPerdata  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  Rekonpens i /  

Penggugat  Konpens i  te rhadap  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i ,  maka  sudah  

se layaknya  dan  sepatu tnya l ah  apab i l a  b iaya - biaya  

perkara  yang  t imbu l  atas  perkara  aquo  in i  menjad i  

beban,  kewaj i ban  dan  tanggung  jawab  Terguga t  

Rekonpens i /  Penggugat  Konpens i  sepenuhnya  ;

A.6 .  PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI  (PUTUSAN SERTA MERTA) ;

1. Bahwa Gugatan  Bal i k  (Rekonpens i )  in i  dia jukan  oleh  

Para  Penggugat  Rekonpensi /Para  Tergugat  Konpensi  

berdasarkan  dan  didukung  oleh  

fak ta - fak ta ,  dasar  dan  alasan  ser ta  bukt i - bukt i  yang  

sah menurut  hukum ;

2. Bahwa  berhubung  Gugatan  Bal i k  (Rekonpens i )  in i  

d ia jukan  oleh  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  atas  dasar  dan  a lasan  yang  sah  

menuru t  hukum,  ser ta  d idukung  o leh  fak ta - fak ta  dan  

bukt i - bukt i  yang  dapat  d ipe r t anggung  jawabkan  

kebenarannya  secara  hukum,  menginga t  besarnya  

kepent i ngan  hukum,  kred ib i l i t a s ,  nama  baik  dan  

kepercayaan  masyaraka t  luas  ser ta  ke langsungan  

keg ia tan  usaha/b i sn i s  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  untuk  penyed iaan  
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pembangunan  perumahan  bag i  masyaraka t  luas ,  maka 

Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat ,  agar  

dapat  member i  putusan  hukum dalam perkara  aquo yang  

dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahulu  (se r t a  merta )  

meskipun  ada  upaya  hukum  bantahan ,  per lawanan  

(ve rze t ) ,  band ing  atau  kasas i  (u i t v oe rbaa r  bi j  

voor raad  verk l aa rd ) .  

E. PERMOHONAN/PETlTUM  DALAM KONVENSI  (EKSEPSI  DAN 

POKOK  

PERKARA)  DAN DALAM GUGATAN BALIK  (REKONPENSI)  DALAM 

PERKARA AQUO :

Berdasarkan  fak ta - fak ta ,  bukt i - bukt i ,  dasar  dan  

alasan  te rsebu t  d i  atas ,  maka sudah  se layaknya  apab i l a  

Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  sependapat  dengan  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  agar  

berkenan  untuk  mener ima  se lu ruh  dal i l - da l i l  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i ,  ba ik  Dalam 

Konvens i  maupun Dalam Rekonvens i  ;  

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

da lam  Rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Neger i  

Cib inong  supaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- Mener ima  dan  mengabulkan  Gugatan  Rekonvens i  Para  

Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  Konpens i  se lu ruhnya  ;  

- Menyatakan  sebaga i  hukum,  bahwa  Tergugat  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  te l ah  melakukan  Perbuatan  

Melawan  Hukum berdasarkan  Pasa l  1365  KUHPerdata  yang  

merug ikan  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  ;

- Memer in tahkan  mele takkan  Si ta  Jaminan  (Conserva to i r  

Bes lag)  te rhadap  har ta  benda  mi l i k  Terguga t  

Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  berupa  barang  t i dak  

bergerak ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- Sebidang  tanah  ber i ku t  bangunan  dan sega la  sesua tu  

yang  ada  di  atasnya  yang  te r l e t a k  di  Komplek  Gudang  

Pelu ru ,  Blok  J/246  (RT.005 ,  RW.003) ,  Kelu rahan  Kebon 

Baru ,  Kecamatan  Tebet ,  Kotamadya  Jakar ta  Sela tan  mi l i k  
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dan  atas  nama  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

dan/a tau  mi l i k  dan atas  nama Himpal  Robin  Marpaung.  

- Menyatakan  sebaga i  hukum,  bahwa  Si ta  Jaminan  

(Conserva to i r  Beslag)  dinya takan  sah dan berharga  ;  

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

untuk  membayar  gant i  kerug ian  ba ik  mater i i l  maupun 

immater i i l  kepada  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  sebesar  Rp.70 .144 .539 .000  ( tu j uh  puluh  

mi lya r  sera tus  empat  puluh  empat  ju ta  l ima  ra tus  t i ga  

puluh  sembi l an  r ibu  rup iah ) ,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  :

a. Kerug ian  Mater i i l :  

- Berdasarkan  per inc i an  dan  bukt i - bukt i  

perh i t ungan  atas  No.  Sura t  Pember i t ahuan  Pajak  

Teru tang  Pajak  Bumi  & Bangunan  Tahun  2008  atas  tanah  

mi l i k  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Tergugat  

Konpens i  dar i  s isa  tanah  se luas  284.684  m2 (dua  ra tus  

delapan  puluh  empat  r i bu  enam ra tus  delapan  puluh  

empat  meter  perseg i )  

No.  SPPT (NOP)  
Luas  

(M2)  

NJOP (Rp)  Per  

M2 
Jumlah  

32.03 .210 .016 .004 -

0002.0  

107.563  48.000  5.163 .024 .000  
32.03 .210 .016 .003 -

0057.0  

24.309  36.000  875.124 .000  
32.03 .210 .016 .005 -

0087.0  
29.799  48.000  1.430 .352 .000  

32.03 .210 .016 .005 -

0106.0  
5.404  48.000  259.392 .000  

32.03 .210 .0  16.012-

0486.0  
116.957  103.000  12.046 .571 .00

0 32.03 .210 .016 .012 -

0487.0  
210 335.000  70.350 .000  

32.03 .210 .016 .012 -

0487.0  
823.000  172.830 .000  

32.03 .210 .016 .012 -

0493.0  

1.232  103.000  126.896 .000  
TOTAL 20.144 .539 .00

0 (Terb i l a ng  :  dua  pu luh  mi lya r  sera tus  empat  pu luh  

empat  ju t a  l ima  ra tus  t i ga  puluh  sembi Ian  r i bu  rup iah )  

;  

b. Kerug ian  Immater i i l  :  

Atas  adanya  "Tuduhan/Tun tu tan "  dar i  dan  perbua tan  

Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  Konpens i  yang  dengan  

senga ja ,  dengan  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  ser ta  

secara  beru lang- u lang  menyia rkan  kabar /be r i t a  bohong  

untuk  d ike tahu i  kha layak  umum/  masyaraka t  luas  yang  

mengarah  pada  modus  "Pemerasan"  dan  perbua tan  
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"F i t nah " ,  yang  te lah  mengak iba tkan  kerug ian  besar  bagi  

kepent i ngan  bisn i s  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  d i  ka langan  dunia  usaha  ya i t u  

hi l angnya  sumber  penghas i l an / pendapa tan  dar i  Penggugat  

Rekonpens i /Te rguga t  Konpens i  yang  kese lu ruhan  dampak  

te rsebu t  d i  atas  berak iba t  h i l angnya  kred ib i l i t a s  dan  

kedudukan  sos ia l  dan  te rganggunya  repu tas i  ser ta  nama 

baik  Para  Penggugat  Rekonpens i /  Para  Tergugat  Konpens i  

se laku  pelaku  bisn i s  yang  apab i l a  d iukur  dengan  ni l a i  

uang  maka hi l angnya  kred ib i l i t a s  dan  kedudukan  sos ia l  

ser ta  te rganggunya  repu tas i  Para  Penggugat  

Rekonpens i /Pa ra  Terguga t  Konpens i  se laku  pe laku  bisn i s  

yang  se lama  in i  mempunya i  repu tas i  ba ik  di  ka langan  

pelaku  bisn i s  dan  dun ia  usaha  la i nnya  te rsebu t  layak  

untuk  d iha rga i  sebesar  Rp.50 .000 .000 .000 ,00  ( l ima  

puluh  mi lya r  rup iah )  ;

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

untuk  membuat  dan  memuat  Pengumuman  Permin taan  Maaf  

kepada  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  Terguga t  Konpens i  

d i  2  (dua)  sura t  kabar /ha r i an  nas iona l  (pag i  dan  sore )  

dengan  ukuran  1,4  (seperempat )  ha laman  se lama  3  ( t i ga )  

har i  ker j a  ber tu ru t - tu ru t  dengan  redaks i  dan is i  sebaga i  

ber i ku t  :  

"PENGUMUMAN PERMINTAAN MAAF” 

Yang ber tanda  tangan  d i  bawah in i ,  kami  :  

Nama : Tyomin  NH Marpaung  (se laku  pr ibad i  dan  atas  

nama suami  saya,  HR.  Marpaung)  ;

Alamat : Gudang  Peluru  Timur  IV ,  Blok  J  No.246  Kebon 

Baru ,  Tebet ,  Jakar ta  Sela tan  ;

Mela lu i  Pengumuman in i ,  saya,  Tyomin  NH.  Marpaung,  

se laku  pr ibad i  maupun atas  nama suami  saya,  Himpal  Robin  

Marpaung  dengan  in i  menyampaikan  "Permin taan  Maaf"  

kepada  pihak  PT.Usaha  Taruna  Maju  sebaga i  Badan  Hukum 

dan  Bapak  Rober t  Maru l i  se laku  pr ibad i  atas  sega la  

perbua tan ,  s ikap  dan  t i ndakan  saya,  Tyomin  N.H.  

Marpaung,  yang  se lama  in i  te l ah  merug ikan ,  

mendisk red i t k an  ser ta  mencemarkan  nama  baik  PT.Usaha  
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Taruna  Maju  sebaga i  Badan  Hukum dan  Bapak  Rober t  Maru l i  

se laku  pr ibad i  ;

Selan ju tnya ,  saya,  Tyomin  NH Marpaung  dengan  in i  

ber j an j i  dan  bersed ia  t i dak  akan  mengulang i  perbua tan  

te rsebu t  d i  atas ,  ser ta  t i dak  akan  menuntu t  p ihak  

PT.Usaha  Taruna  Maju  sebaga i  Badan  Hukum  dan  Bapak  

Rober t  Maru l i  se laku  pr ibad i ,  ba ik  secara  p idana  maupun 

perda ta  dan  tun tu tan - tun tu tan  hukum la i nnya  yang  t i dak  

berdasar ,  ba ik  sekarang  maupun di  kemudian  har i  ;

Demik ian  "Pengumuman  Permin taan  Maaf"  in i  kami  

sampaikan ,  agar  

dike tahu i  o leh  masyaraka t  luas /umum ;

Hormat  kami ,  

Tyomin  NH Marpaung  

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

untuk  membayar  kepada  Para  Penggugat  Rekonpens i /Pa ra  

Tergugat  Konpens i  uang  kompensas i  sebesar  

Rp.1 .000 .000 ,00  (sa tu  ju ta  rup iah )  untuk  set i ap  har i  

kete r l ambatan  apab i l a  Tergugat  Rekonpens i /Pengguga t  

Konpens i  t i dak  melaksanakan  is i  putusan  yang  berupa  

"Pengumuman  Permin taan  Maaf”  d i  atas  sete lah  lewat  

tenggang  waktu  7 ( tu j uh )  har i  sete lah  putusan  in i  dapat  

d i l aksanakan  ;

- Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i j a l ankan  te r l eb i h  

dahu lu  (se r t a  merta )  meskipun  ada  bantahan ,  per lawanan  

(ve rze t ) ,  band ing  atau  kasas i  (u i t v oe rbaa r  bi j  voor raad  

verk l aa rd )  ;

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

untuk  membayar  se lu ruh  b iaya  perkara  yang  t imbu l  dan  

kemungk inan  akan  t imbu l  da lam perkara  in i  ;

Atau  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  te rho rmat  

berpendapat  la i n ,  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  

aequo et  bono) .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  

Pengad i l an  Neger i  Cib inong  te l ah  menja tukan  putusan ,  

ya i t u  putusan  No.26/Pd t .G /2008 /PN.Cbn,  tangga l  20  
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November  2008 yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  

- Menyatakan  ekseps i  Terguga t  I  dan Tergugat  I I  ser ta  

Turu t  Tergugat  d i t o l a k  untuk  se lu ruhnya  ;  

DALAM POKOK PERKARA 

DALAM KONPENSI 

1.  Menyatakan  gugatan  Penggugat  dikabu l kan  untuk  

sebahag ian ;  

2. Menghukum Tergugat  I  dan  I I  untuk  membayar  harga  

tanah  se luas  17,2155  Ha  x  Ni la i  Jua l  Objek  Pajak  

te rhadap  tanah  te rsebu t  per  meternya  yang  ber laku  pada  

saat  sekarang  in i  kepada  Penggugat  ;  

3. Menyatakan  Ser t i f i k a t  HGB No.4 ,  SHGB No.595,  SHGB 

No.596,  SHGB No.597,  SHGB No.598,  SHGB No.599  dan  SHGB 

No.10  kesemuanya  atas  nama Terguga t  I I ,  t i dak  mempunyai  

kekuatan  hukum yang  mengika t  bag i  Terguga t  I I  kecua l i  

te rhadap  kepent i ngan  pihak  ket i ga  ;  

4. Menyatakan  Turu t  Tergugat  tunduk  dan  patuh  

te rhadap  putusan  in i  ;  

5. Menolak  gugatan  Penggugat  se la i n  dan se leb ihnya  ;  

DALAM REKONPENSI 

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonpens i  I  dan  

I I / Te rguga t  Konpens i  I  dan I I  d i to l a k  untuk  se lu ruhnya  ;  

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

- Membebani  Penggugat  Rekonpens i  I  dan  I I / Te rguga t  

Konpens i  I  dan  I I  untuk  membayar  b iaya  perkara  untuk  

t i ngka t  pemer iksaan  in i  sebesar  Rp.1 .009 .000 , -  (sa tu  

ju ta  sembi lan  r ibu  rup iah )  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  t i ngka t  banding  atas  

permohonan  Tergugat  I , I I  dan  Turu t  Tergugat  putusan  

Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  te l ah  d iba ta l kan  oleh  

Pengad i l an  Tingg i  Bandung  dengan  putusan  

No.122/Pd t / 2009 /PT .BDG,  tangga l  9 Jun i  2009  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :  

- Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Para  Pembanding  

semula  Terguga t  I  dan Tergugat  I I  ;  

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  
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No.26 /Pd t .G /2008 /  PN.Cbn. ,  tangga l  20  Nopember  2008,  

yang  dimohonkan  band ing  te rsebu t  ;  

DAN MENGADILI  SENDIRI  :  

DALAM EKSEPSI  :  

- Menyatakan  ekseps i  Terguga t  I  dan Tergugat  I I  ser ta  

Turu t  Tergugat  d i  to lak  untuk  se lu ruhnya  ;  

DALAMPOKOKPERKARA:

DALAM KONPENSI :  

- Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

DALAM REKONPENSI :  

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonpens i  I  dan  

I I / Te rguga t  Konpens i  I  dan I I  d i to l a k  untuk  se lu ruhnya  ;  

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :  

- Menghukum  Tergugat  Rekonpens i /Penggugat  Konpens i  

untuk  membayar  biaya  perkara  in i  da lam  kedua  t i ngka t  

perad i l an ,  yang  dalam  t i ngka t  band ing  sebesar  

Rp.100.000 . -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada  Penggugat /Te rband ing  pada  tangga l  

27  Ju l i  2009  kemudian  te rhadapnya  o leh  

Penggugat /Te rband ing  dengan  peran ta raan  kuasanya,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  17  Ju l i  2009,  

d ia jukan  permohonan  kasas i  secara  te r t u l i s  pada  tangga l  

5  Agustus  2009   sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  

permohonan  kasas i  No.122/Pd t / 2009 /PT .BDG,  jo  

No.26 /Pd t .G /  2008/PN.Cbn,   yang  dibua t  o leh  Waki l  

Pani te ra  Pengadi l an  Neger i  Cib inong ,  permohonan  te rsebu t  

d i i ku t i  o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- a lasan  

yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  

pada tangga l  19 Agutus  2009 ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  i t u  o leh  Para  

Tergugat /Pa ra  Pembanding  yang  pada  tangga l  15  September  

2009  te lah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  

Penggugat /Te rband ing  dia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  o leh  

kuasanya  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  16  

September  2009  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  

Neger i  Cib inong  pada tangga l  28 September  2009 ;
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Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam  undang- undang,  maka  oleh  

karena  i t u  permohonan  kasas i  te r sebu t  fo rma l  dapat  

d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon Kasas i /Pengguga t  da lam memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya        ia l ah  :

Bahwa  Judex  Fact i  t i dak  mencermat i  berkas  perkara  

aquo  ten tang  adanya  cacat  prosedura l  penga juan  banding  

yang  dia jukan  Terguga t  I  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /Te rmohon  sesua i  has i l  yang  kami  pero leh  

dar i  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  ya i t u  :

1.

Vers i  Sura t  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  yang  

disampaikan  kepada  kami  dua  ka l i  (Ter l amp i r  1  dan  

Ter lamp i r  2)  ;

Bahwa pembayaran  biaya  band ing  sebaga imana  di j e l a skan  

oleh  Pengadi l an  Neger i  Cib inong .  Bahwa Pemohon Banding  

te lah  melakukan  pembayaran  tahap  per tama  te r t angga l  2  

Desember  2008  dan  kemudian  pe lunasan  te r t angga l  8 

Apr i l  2009.  Dengan  demik ian  penye lesa ian  pembayaran  

band ing  di l akukan  pada  tangga l  8  Apr i l  2009  (Sura t  

Pengad i l an  Neger i  Cib inong  

No.W11.u20/1251 /HT.04 .10 /V /2009 ,  te r t angga l  6  Mei  

2009)  seh ingga  je l as l ah  bahwa  penga juan  band ing  i t u  

send i r i  yang  dia j ukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /  Termohon  Kasas i  sudah  meleb ih i  batas  

tenggang  waktu ,  dan  pendaf t a r an  band ing  yang  di l akukan  

oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /  Termohon  

Kasas i  ada lah  te l ah  meleb ih i  dar i  waktu  yang  

di t e t apkan       o leh  undang- undang  karena  di l akukan  

pelunasannya  te r t angga l  8  Apr i l  2008.  Hal  te rebu t  

membukt i kan  bahwa band ing  yang  dia j ukan  te rsebu t  te l ah  

meleb ih i  batas  waktu  sebaga imana  di t egaskan  da lam 
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sura t  Pengad i l an  Neger i  Cib inong  

No.W11.u20/1273 /HT.04 .10 /V /2009 ,  te r t angga l  7  Mei  2009  

dalam  po in t  2  disebu tkan  “Bahwa  pendaf ta ran  band ing  

te rsebu t  dapat  d i te r ima  apab i l a  pan ja r  b iaya  perkara  

band ing  te l ah  dibayar  lunas  pada  saat  pendaf ta ran  

perkara  band ing ”  ;

Bahwa  fak ta  hukumnya  pendaf ta ran  band ing  yang  

di l akukan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  ada lah  tangga l  2  

Desember  2008  sementara  pelunasan  pembayaran  

band ingnya  tangga l  8  Apr i l  2009.  Dengan  demik ian  

pendaf ta r an  band ing  yang  di l akukan  o leh  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  te rsebu t  t i dak  

dise r t a i  dengan  pelunasan  pembayaran  band ingnya ,  

karena  nyata - nyata  penye lesa ian  pembayaran  band ing  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  

ada lah  te r t angga l  8  Apr i l  2009  demik ian  pu la  Turu t  

Tergugat  mendaf ta r kan  band ingnya ,  te r t angga l  24  

Desember  2008 ;

2. Vers i  Seto ran  Bank BNI  Cabang Cib inong  (Ter l amp i r  3)  ;

Bahwa memperhat i kan  bukt i  pembayaran  band ing  te rebu t  

te r l i h a t  dengan  je l as  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  melakukan  pembayaran  

band ingnya  pada  Bank  BNI  Cabang  Cib inong  te r t u l i s  

te r t angga l  1  Desember  2006,  namun te r t u l i s  pu la  da lam 

va l i das i nya  te r t angga l  1  Desember  2008  untuk  b iaya  

band ing  perkara  a quo ;

Dengan demik ian  berdasarkan  seto ran  biaya  band ing  pada  

Bank BNI  te r sebu t  ada lah  t i dak  se ja l an  dengan  apa yang  

dikemukakan  dalam  sura t  Pengad i l an  Neger i  Cib inong ,  

namun  demik ian  t i dak  dapat  d isangka l i  pu la  ten tang  

kebenaran  yang  dimaksud  da lam Sura t  Pengad i l an  Neger i  

Cib inong  te rsebu t ,  seh ingga  anta ra  kedua  vers i  

te rsebu t  d ia tas  member i kan  kerancuan /un tuk  dapat  

d i t i n j a u  kembal i  ten tang  kebenaran- kebenaran  proses  

band ingnya  te rsebu t  agar  sesua i  pu la  dengan  prosedura l  

hukum yang  mengatur  ten tang  band ing  i t u  send i r i  ;

Bahwa  memperhat i kan  kedua  fak ta  hukum  ten tang  
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pelaksanaan  penga juan  band ing  yang  di l akukan  Tergugat  

I  dan  Terguga t  I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  seh ingga  

menjad i  per tanyaan  ada lah  “mana  yang  di j ad i kan  dasar  

penga juan  band ingnya” .  Dapat  d iduga  te lah  te r j ad i  

keke l i r uan  yang  secara  s is t ima t i s  berusaha  untuk  

disesua i kan  ;

Bahwa  Pemohon  Kasas i  semula  Terband ing /Penggugat  

mengajukan  kasas inya  dengan  alasan  hukum sebaga i  ber i ku t  

:

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Bahwa putusan  Judex  Fact i  te rsebu t  t i dak  cermat  seh ingga  

mengak iba tkan  pu la  ket i dak  cermatan  dalam  menerapkan-

penerapan  hukumnya  sebaga imana  dinya takan  dalam 

Yur i sp rudens i  dan Hi r /Rbg  :

1.

Bahwa  putusan  Judex  Fact i  t i dak  cermat  da lam 

menerapkan  hukumnya  karena  t i dak  mempedomani  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Yur i sp rudens i  

No.56 /K /S ip / 1993 ,  tangga l  9 Oktober  1975.  Bahwa :

“Hak im  Banding  mengulang  memer iksa  kembal i  perkara  

dalam kese lu ruhannya  ba ik  mengenai  penerapan  hukum”  ;

2.

Pasal  163 Hi r  HIR/283  Rbg menegaskan  :

“Barang  s iapa  menyatakan  mempunyai  suatu  hak  atau  

mengemukakan  suatu  perbuatan  untuk  meneguhkan  haknya  

i t u ,  atau  untuk  membantah  hak  orang  la i n  harus lah  

membukt i kannya”  ;

Ket idakce rmatan  Judex  Fact i  te rsebu t  :

1. Per t imbangan  Judex  Fact i  ha laman  5  al i nea  ke  4 

t i dak  cermat  karena   t i dak  mampu  membedakan  anta ra  

disa tu  s is i  tanah  di  Tambun/          Bekas i  yang  

dibebaskan  oleh  Himpal  Robin  Marpaung  dan  menggunakan  

dana  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /  Pembanding /Te rmohon  

Kasas i  dengan  tanah  di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung ,  

Kabupaten  Bogor  yang  d ibebaskan  dan  dib i aya i  send i r i  
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oleh  Himpal  Robin  Marpaung.  Dan dis i s i  la i n  tanah  yang  

pengurusan  sura t - sura tnya  ser ta  iz i n  lokas inya  

menggunakan  dana  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  ;

Bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /Te rmohon  

Kasas i  te l ah  member ikan  a la t  bukt i  da lam pers idangan  di  

Tingka t  Per tama/Pengad i l an  Neger i  Cib inong ,  bahwa t i dak  

dapat  d isangka l  lag i  dar i  kese lu ruhan        a la t  bukt i  

yang  dia jukan  Terguga t  I  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  te rsebu t  t i dak  satupun  

yang  membenarkan  bahwa  Himpal  Robin  Marpaung  suami  

Penggugat /Te rband ing /Pemohon  Kasas i  mener ima    uang  

untuk  membebasan  tanah  yang  te r l e t a k  di  Desa  Waru  

Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor  mela inkan  te rhadap  

tanah  di  Tambun  Bekas i .  Bahkan  bukt i - bukt i  yang  

dia jukan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /  

Termohon  Kasas i  te rsebu t  ada lah  je l as - je l as  mengenai  

pembebasan  tanah  di  Tambun Bekas i  dan pengurusan  sura t -

sura t  dan  i j i n  lokas i  atas  tanah  yang  te r l e t a k  di  Desa 

Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor  ;

Bahwa  bukt i - bukt i  te rsebu t  d ia tas  yang  dia j ukan  oleh  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  

seh ingga  menjad i  lampi ran  dalam  berkas  a  quo.  Bahwa 

Judex  Fact i  seyogyanya  t i dak  mengin t r e - pres tas i  lag i  

barang  bukt i  yang  dia jukan  Penggugat /Te rband ing /  

Pemohon  Kasas i  karena  tu l i s an  yang  ada  pada  

kwi tans i / ba rang  bukt i  te rsebu t  adalah  sangat  je l as  

te r t u l i s  bahwa maksud  perun tukannya       bukan  untuk  

pembebasan  tanah  di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  

Kabupaten  Bogor ,  mela inkan  untuk  pengurusan  sura t - sura t  

dan  iz i n                lokas i  tanah  di  Desa  Waru,  

Kecamtan  Parung,  Kabupaten  Bogor .     Dengan  demik ian  

te rhadap  tanah  di  Desa  Waru  Kecamatan  Parung   adalah  

tanah  mi lk  Penggugat /Te rband ing /Pemohon  Kasas i  karena  

sebaga imana  sudah  d i t egaskan  da lam  bukt i  P- 48A,  48D,  

49A,  49B dan 49C ;

2. Bahwa  da lam  per t imbangan  Judex  Fact i  ha laman  6 
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poin t  2  sangat  t i dak  cermat  karena  te l ah  

meni la i / b e r i n t e r p r e k t a s i  te rhadap  barang  bukt i  meleb ih i  

dar i  apa  yang  sebenarnya / t e r t u l i s  dan  atau  te rcan tum  

pada barang  bukt i  te rsebu t  ;

Bahwa  Penggugat /Te rband ing /Pemohon  Kasas i  te tap  dalam 

pend i r i annya  semula  dan  sebaga imana  pula  te l ah  menjad i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim Tingka t  I  bahwa barang  bukt i  

yang  te rbaca / t e r t u l i s  sebaga imana  yang  te rcan tum ada lah  

merupakan  dan menjad i  fak ta  hukumnya ;

3. Bahwa  per t imbangan  Judex  Fact i  pada  halaman  6 

poin t  1 ada lah  t i dak  berdasarkan  hukumnya yang  menyebut  

suami  Penggugat /H impa l  Robin  Marpaung  hanya lah  sebatas  

broker / pe ran ta ra  ;

Bahwa per t imbangan  Judex  Fact i  te rsebu t  ada lah  sangat  

menyesatkan  karena  t i dak  sesua i  dengan  bukt i  yang  ada  

ya i t u  :  Bukt i  P.2a ,  T- 1  dan  I I - 2  (su ra t  kuasa)  

ka i t annya  te rhadap  P- 48a- 49c  ten tang  pembebasan  tanah  

di  Tambun  Bekas i ,  namun  bukan lah  te rhadap  pembebasan  

tanah  di  Desa Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor  ;

4. Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  te rsebu t  d ia tas  

Penggugat /Te rband ing /  Pemohon Kasas i  mengalami  kerug ian  

ak iba t  dar i  t i ndakan  Tergugat  dan  Tergugat  

I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  yang  te l ah  melakukan  

perbua tan  melawan hukum karena  belum mengembal i kan  uang  

harga  tanah  yang  te r l e t a k  di  Desa  Waru,  Kecamatan  

Parung,  Kabupaten  Bogor  se luas  17.2155  Ha  yang  

dibebaskan  leb ih  dahu lu  oleh  Penggugat /  

Terband ing /Pemohon  Kasas i  sebe lum  mener ima  uang  dar i  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I /Pemband ing /Te rmohon  Kasas i  

untuk  mengurus  sura t - sura t  dan  iz i n  lokas i  atas  tanah  

di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor  se jak  

tahun  1996 seh ingga  saat  in i  ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Judex  Fact i  t i dak  cermat  da lam memutuskan  a 

quo  yang  diawal i  karena  ket i dak  

cermatan /meng in te rp r es t as i / b e r  ana log  te rhadap  barang  

bukt i  yang  sudah  ada dan je l as  te r t u l i s  te r l amp i r  da lam 
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berkas  perkara ,  seh ingga  berak iba t  pu la  te rhadap  

ket i dak  cermatan  dalam memutuskan  Rekonpens inya  ;

2. Bahwa Penggugat /Te rband ing /Pemohon  Kasas i ,  sesua i  

barang  bukt i  yang  sudah  dibe r i k an  da lam  pers idangan  

t i ngka t  I  dan  barang  bukt i  te r sebu t  sudah  te r l amp i r  

da lam berkas  perkara .  Dimana memper je l as  dengan  ka l ima t  

yang  je l as  bahwa  Penggugat /Te rband ing /Pemohon  Kasas i  

t i dak  pernah  mener ima  uang dar i  Tergugat  I  dan Tergugat  

I I /Pemband ing /  Termohon  Kasas i  untuk  pembebasan  tanah  

di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor ,  

mela inkan  untuk  mengurus  sura t  dan  iz i n  lokas i  atas  

tanah  di  Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor  

ser ta  pembebasan  tanah  di  Tambun Bekas i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa alasan- alasan  kasas i  dar i  Penggugat  te rsebu t  

t i dak  dapat  d ibenarkan ,  Judex  Fact i  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum dengan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :

-  Bahwa alasan  kasas i  ten tang  cacat  prosedura l  penga juan  

banding  t i dak  dapat  dibenarkan  karena  putusan  Pengadi l an  

Neger i  Cib inong  No.26/Pdt .G /2008 /PN.Cbn,  diucapkan  pada  

tangga l  20 November  2008   dan Tergugat  I , I I  ser ta  Turu t  

Tergugat  mengajukan  banding  pada tangga l  2 Desember  2008  

(12  har i )  dengan  demik ian  permohonan  banding   dia jukan  

dalam tenggang  waktu  yang  di ten tukan  dalam undang- undang  

;

- Bahwa dar i  sura t  Pernya taan  Pelepasan  Hak  atas  Tanah,  

ba ik  tanah  di  Tambun  Bekas i  maupun  di  Desa  Waru,  

Kecamatan  Parung  Kabupaten  Bogor  te rnya ta  semuanya  

te r j ad i  dan  te r t u l i s  ada lah  anta ra  Rober t  Maru l i  

(Terguga t  I )  se laku  Di rek tu r  PT.Usaha  Taruna  Maju  

(Terguga t  I I )  sebaga i  pembel i  dengan  para  pemi l i k  tanah  

sebaga i  pen jua l  (v i de  bukt i  T. I , I I . 7  s /d  T. I , I I . 4 3  dan  

T. I , I I . 5 0  s/d  T. I , I I . 6 0  ;

- Bahwa te rhadap  pembel ian  tanah  di  Tambun Bekas i  dan  di  

Desa  Waru,  Kecamatan  Parung,  Kabupaten  Bogor ,  Tergugat  

I , I I  te l ah  melakukan  pembayaran  harga  tanah- tanah  
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te rsebu t  ;

- Bahwa  khusus  te rhadap  pembel ian  tanah  Desa  Waru,  

Kecamatan  Parung ,  Kabupaten  Bogor ,  yang  dida l i l k a n  

Penggugat /Pemohon  Kasas i  be lum  d i l akukan  pembayaran  

oleh  Terguga t  I  dan Tergugat  I I  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  berdasarkan  bukt i  TI , I I - 71  s/d  TI . I I . 7 4  dan  

TI , I I - 82  s/d  TI - I I - 84  te rnya ta  te l ah  di l akukan  

pembayaran  atas  tanah- tanah  d i  Desa  Waru,  Kecamatan  

Parung,  ya i t u  anta ra  la i n  atas  nama TJOAN ENG, TEK HIN,  

WAWAH, GO E TJAN,  MARY LILYWATI ,  NY.JANIH,  SUHENDAR, 

GOW TE HIN,  DIDING NATASASMITA dan PI IH  BH.Pinang  ;

- Bahwa TI  dan  TI I  juga  te l ah  melakukan  pembayaran  atas  

biaya- biaya  pengurusan  sura t - sura t  tanah  d i  Desa  Waru,  

Kecamatan  Parung ,  Kabupaten  Bogor  besar  Rp.205 .000 . -  

(v i de  TI , I I - 65 s/d  TI , I I - 70)  ;

- Bahwa  Judex  Fact i  (Pengad i l an  Tingg i )  te l ah  

memper t imbangkan  secara  tepa t  dan  benar ,  bahwa 

berdasarkan  fak ta  yang  te rungkap  d ipe rs i dangan ,  suami  

Penggugat  bernama Himpal  Robin  Marpaung  da lam  mengurus  

pembebasan  tanah  adalah  untuk  kepent i ngan  PT.Usaha  

Taruna  Maju  (Terguga t  I I )  dan  uang  yang  d ipe rgunakan  

untuk  pembayaran  pembebasan  tanah  te rsebu t  adalah  uang  

dar i  Tergugat  I I  ;

- Bahwa alasan  kasas i  se leb ihnya  adalah  mengenai  peni l a i an  

has i l  pembukt ian  yang  bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  

kenyataan ,  a lasan- alasan  semacam  i t u  t i dak  dapat  

diper t imbangkan  dalam  pemer iksaan  t i ngka t  kasas i  karena  

pemer iksaan  dalam t ingka t  kasas i  hanya  berkenaan  dengan  

adanya  kesa lahan  penerapan  hukum,  adanya  pelanggaran  

hukum  yang  ber laku ,  adanya  ke la la i an  dalam  memenuhi  

syara t - syara t   yang  diwa j i bkan  oleh  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  mengancam kela la i an  i t u  dengan  bata lnya  

putusan  yang  bersangku tan  atau  bi l a  Pengadi l an  t i dak  

berwenang  atau  melampaui  batas  wewenangnya  sebaga imana  

yang  dimaksud  dalam  Pasal  30  Undang- Undang  No.14  Tahun  

1985  jo  Undang- Undang  No.5  Tahun  2004  jo  Undang- Undang  

No.3  Tahun 2009 ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  (Pengad i l an  

Tingg i )  da lam perkara  in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum 

dan/a tau  undang- undang,  maka  permohonan  kasas i  yang  

dia jukan  oleh  Pemohon  Kasas i  :   Ny.TYOMIN  MARPAUNG 

te rsebu t  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon  Kasas i  d i to l ak ,  maka  Pemohon  Kasas i /Penggugat  

dihukum membayar  b iaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.5  

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.3  

Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

Ny.TYOMIN MARPAUNG te rsebu t  ;

Menghukum  Pemohon  Kasas i /Pengguga t  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  

Rp.500.000 . -  ( l ima  ra tus  r i bu   rup iah )  ;  

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada har i  JUM’AT,  TANGGAL 22 OKTOBER 2010 

oleh  H.DJAFNI  DJAMAL,  SH.MH.  Hakim Agung yang  di te t apkan  

oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  

H.SUWARDI,  SH.MH.  dan  DRS.H.MUCHTAR  ZAMZAMI,  SH.MH.  

Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  d iucapkan  da lam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u   juga  oleh  Ketua  

Maje l i s  dengan  dihad i r i  o leh  Hakim- Hakim Anggota  te rsebu t  

dan  ENNY INDRIYASTUTI ,  SH.M.Hum.   Pani te ra  Penggant i  

dengan t i dak  d ihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota  : K e t  u a :
t t d . / - t t d . / -

H.SUWARDI,  SH.MH.  H.DJAFNI  DJAMAL,  SH.MH.
t t d . / -

DRS.H.MUCHTAR ZAMZAMI,  SH.MH.

Biaya  Kasas i  : Pani te ra  Penggant i  :

           Hal .  71 dar i  56 hal .  Put .  
No.540  K/Pdt /2010
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.  M a t  e r  a i  …………. Rp.     6.000 . -
t t d . / -

2.  R e d a k s i  …………Rp.     5.000 . -  ENNY INDRIYASTUTI ,  
SH.M.Hum.

3.  Admin is t r a s i  kasas i  . . .  Rp.489.000 . -  
J u m l  a h ………Rp.500.000 . -

Untuk  Sal i nan  
Mahkamah Agung RI

a.n .Pan i t e r a
Pani te ra  Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP.040044809.
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